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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut : 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Sa S es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ha H ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Z zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
ش Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
ص Sad S es (dengan titik di bawah) 
ض Dad D de (dengan titik di bawah) 
ط Ta T te (dengan titik di bawah) 
ظ Za Z zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain „ apostrof terbalik 
xi 
 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
ٌ Nun N En 
و Wau W We 
ھ Ha H Ha 
ء Hamzah ‟ Apostrof 
Y Ya  Ye 
 Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun.  Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 
( ‟ ). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut : 
Tanda Nama  Huruf Latin Nama  
َ ا Fathah A A 
َ ا Kasrah I I 




Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :  
Tanda Nama  Huruf Latin  Nama  
 َ ى fathah dan yaa’ Ai a dan i 
 َؤ fathah dan wau Au a dan u  
 
Contoh: 
 َفْي  ك : kaifa 
 َلْو ھ : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 




Nama  Huruf dan 
Tanda 
Nama  
 َى…│ َ ا … Fathah dan alif atau 
yaa‟ 
A a dan garis di atas 
ى Kasrah dan yaa‟ I i dan garis di atas 
 َو Dhammmah dan 
waw 
U u dan garis di atas 
 
Contoh: 
 تاي : maata 
 ي  ي  ر : ramaa 
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 مْي ل : qiila 
  َتْو  ً  ي : yamuutu 
4. Taa’ marbuutah 
Transliterasi untuk taa’marbuutah ada dua, yaitu taa’marbuutah yang 
hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya 
adalah [t].sedangkan taa’ marbuutah yang mati atau mendapat harakat sukun, 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan taa’ marbuutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, 
maka taa’ marbuutah itu ditransliterasikan dengan ha [h]. 
Contoh : 
َ ة  ضْو  ر نا ف ْط ْلْا : raudah al- atfal 
َ ة ن ْي  د  ً نا ة ه  ضا فْنا : al- madinah al- fadilah 
َ ة  ً ْك  حْنا  : al-hikmah 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid(  َ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf  (konsonang anda) yang diberi tanda syaddah. 
 Contoh : 
 ا نَّب  ر : rabbanaa 
 ا نْي َّج ن : najjainaa 
  َك  حْنا : al- haqq 
  َى ِّع ن : nu”ima 
  َو  د  ع : ‘aduwwun 
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 Jika huruf َى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah (  َي ب) maka ia ditranslitersikan sebagai huruf maddah menjadi i. 
 Contoh : 
  َي ه  ع : „Ali (bukan „Aliyyatau „Aly) 
  َي ب  ر  ع : „Arabi (bukan „Arabiyyatau „Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  لا 
(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transiliterasi ini, kata sandang 
ditransilterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah 
maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 
yang mengikutinya. kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 
dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
 Contoh : 
  َصً َّشنا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
 َ ة ن  سن َّسن ا : al-zalzalah (az-zalzalah) 
 ة ف  سه ف ْن ا : al-falsafah 
  َد  لَ ب ْن ا : al-bilaadu 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof („) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.  
Contoh : 
 ٌَ ْو  ر  يْا ت : ta’muruuna 
 َعْوَّننا : al-nau’ 
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 َءْي  ش : syai’un 
 َتْر  ي ا : umirtu 
8. Penulisan Kata Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa 
Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 
atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, atau lazim 
digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 
transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur‟an (dari Al-Qur’an), al-hamdulillah, 
dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 
rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :  
 Fizilaal Al-Qur’an 
 Al-Sunnah qabl al-tadwin 
9. Lafz al- Jalaalah (ه ّٰالل) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya 




ٰ للا ن ْي  د diinullah َ 
ٰ اللا ب billaah 
Adapun taamarbuutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-
jalaalah, ditransliterasi dengan huruf [t].contoh : 




10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
capital berdasarkan pedoman ajaran Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). 
Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri 
(orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama 
diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital 
tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika 
terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut 
menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf 
awal dari judul refrensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia 
ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 
contoh: 
Wa ma muhammadun illaa rasul 
Inna awwala baitin wudi’ alinnasi lallazii bi bakkata mubarakan  
Syahru ramadan al-lazii unzila fih al-Qur’a 
Nazir al-Din al-Tusi 
Abu Nasr al- Farabi 
Al-Gazali 
Al-Munqiz min al-Dalal 
 Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu 




Abu Al-Wafid Mummad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-
Walid Muhammad (bukan : rusyd, abu al-walid Muhammad ibnu) 
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, 
Nasr Hamid Abu) 
 
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dilakukan adalah : 
swt. = subhanallahu wata’ala 
saw. = sallallahu ‘alaihi wasallam 
r.a = radiallahu ‘anhu 
H = Hijriah 
M = Masehi 
QS…/…4 = QS Al-Baqarah/2:4 atau QS Al-Imran/3:4 















Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Judul : Pembinaan terhadap Narapidana Pelaku Pencabulan Anak Di
Bawah Umur Di Rutan Kelas II B Kabupaten Sinjai
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui proses pembinaan terhadap
narapidana pelaku pencabulan anak di bawah umur serta hambatan-hambatannya
yang dihadapi Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas II B Kabupaten Sinjai.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis yaitu pendekatan
yang digunakan untuk mengetahui kesesuaian antara bahasan masalah dengan
ketentuan hukum yang berlaku seperti UU No.12 Tahun 1995 Tentang
Pemasyarakatan, PP No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan
Warga Binaan Pemasyarakatan dan juga menggunakan bahan-bahan hukum lainnya
yang berkaitan dengan judul penelitian.
Jenis penelitian digunakan adalah tinjauan pustaka dan lapangan. Tinjauan
pustaka yakni mengkaji dan mengangkat hal-hal yang berkenaan dengan
permasalahan dari berbagai buku sebagai referensi atau pendapat para pakar, tinjauan
lapangan yakni observasi dan wawancara.
Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa pembinaan narapidana
pelaku pencabulan anak di bawah umur pada dasarnya sama dengan pembinaan
terhadap narapidana lain pada umumnya sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan. Namun, belum ada treatment khusus bagi pelaku, akan tetapi secara
umum Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas II B Sinjai mencoba melakukan
pendekatan diri antara pembina dan narapidana serta mendidik moral dan agama.
Sedangkan bentuk pembinaan secara khusus yaitu: Pengajian, bimbingan sholat dan
doa, sholat berjamaah, TPQ, dialog agama dan kegiatan khusus di Bulan Ramadhan.
Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi pihak Rumah Tahanan Negara (RUTAN)
Kelas II B Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana
pelaku pencabulan anak di bawah umur, yaitu kurangnya tenaga pembina yang ahli
di bidangnya, minimnya tenaga pengajar, sehingga warga binaan kurang
berpartisipasi dalam pengembangan bakat didapat selama menjadi warga binaan serta
masyarakat yang masih belum bisa menerima kehadiran para pelaku apabila
narapidana ini di integrasikan dengan masyarakat.
Implikasi penelitian ini agar pelaksanaan pembinaan narapidana berjalan
maksimal serta membuat narapidana pelaku pencabulan anak benar-benar menyesali
perbuatannya dan bertobat dengan sungguh-sungguh seharusnya Rutan Kelas II B
Kabupaten Sinjai melakukan pembinaan khusus bagi pelaku pencabulan anak dan
sebaiknya pelaku juga mendapatkan rehabilitasi terhadap kelainan seksualnya. Hal
terpenting adalah pendekatan dalam aspek keagamaan karena faktor yang mendasari





A. Latar Belakang Masalah 
Rumah Tahanan Negara (RUTAN) adalah tempat untuk melakukan 
pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia, tempat 
tersebut dikenal dengan istilah penjara. Rutan merupakan unit pelaksana teknis di 
bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia yang sebelumnya Departemen Kehakiman. 
Penghuni Rumah Tahanan Negara merupakan narapidana atau warga Binaan 
Pemasyarakatan yang sudah dinyatakan bersalah. Adapun statusnya masih dalam 
proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Tahanan ini 
hanyalah titipan dari Kepolisian, Kejaksaan ataupun Pengadilan Negeri, karena 
statusnya sebagai tahanan titipan maka belum dilakukan pembinaan. Pembinaan di 
Rutan dilakukan oleh sipir penjara. 
Penghuni Rutan pun menjadi sangat bervariatif, baik dari segi usia maupun 
panjangnya hukuman mulai dari 3 (tiga) bulan sampai hukuman seumur hidup dan 
hukuman mati. Spekrum penghuni Rutan yang sangat luas, baik dari segi kejahatan, 
latar belakang, profesionalisme, usia dan lamanya hukuman, menyebabkan pengelola 
LP pun menjadi sangat kompleks dan memerlukan penyesuaian ataupun perubahan.
1
 
Sistem kepenjaraan kita sebelumnya menganut berbagai perundangan warisan 
kolonial, yang jelas-jelas tidak sesuai dengan UUD 1945, telah berangsur dirubah dan 
diperbaiki. Pemikiran baru mengenai fungsi hukuman penjara, dicetus oleh Dr. 
                                                          
1
Muhammad Mustofa, Lembaga Pemasyarakatan dalam Kerangka Sistem Pemasyarakatan 
(Jakarta: PT.Pustaka Litera Antar Nusantara,2007), h. 46. 
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Sahardjo pada tahun 1964 dan kemudian ditetapkan oleh Presiden Soekarno pada 
tanggal 27 April 1964 dan tercerimin di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 
1995, tentang Pemasyarakatan. Sistem kepenjaraan yang sangat menekankan pada 




Sistem pembinaan bagi narapidana telah berubah dari sistem kepenjaraan 
menjadi sistem pemasyarakatan, perubahan dari rumah penjara menjadi Rumah 
Tahanan Negara, bukan semata-mata hanya secara fisik merubah atau mendirikan 
bangunannya saja, melainkan yang lebih penting menerapkan konsep 
pemasyarakatan.  Hal ini bertujuan untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan 
agar dapat berintegritas secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan 
kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab sebagaimana 
ditentukan dalam Pasal 3 UU Pemasyarakatan dapat terwujud. Tak lepas juga pola 
pembinaan (pembinaan karakter, pembinaan mental dan pembinaan iman) dalam 
Rutan harus benar-benar dijalankan. 
Pembinaan Narapidana sebagaimana diatur dalam UU Pemasyarakatan, 
pembinaan narapidana diatur juga dalam Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 
tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (selanjutnya ditulis PP No. 31 
Tahun 1999) , yakni dalam ketentuan :  
Pasal 2 PP No. 31 Tahun 1999 
a. Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan 
pembimbingan kepribadian dan kemandirian. 
b. Program pembinaan diperuntukan bagi narapidana dan anak didik 
pemasyarakatan. 
                                                          
2
Yusafat Rizako, Implementasi Sistem Pemasyarakatan (Jakarta: Fisif-UI,2009), h. 25. 
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c. Program pembimbingan.3 
Pembinaan dan pembimbingan narapidana berupa kegiatan pembinaan 
kepribadian dan kegiatan kemandirian. Semua ini dilakukan karena narapidana 
merupakan warga negara Indonesia yang mempunyai hak-hak yang patut dipenuhi, 
diantaranya hak untuk hidup dan hak atas perlindungan dan bebas dari ancaman. Hak-
hak yang dimiliki oleh narapidana hendaknya dapat diberikan dengan adanya 
pembinaan kepribadian yang diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar 
narapidana menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri 
sendiri, keluarga dan masyarakat, sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada 
pembinaan bakat dan keterampilan agar nantinya narapidana dapat kembali berperan 
sebagai anggota masyarakat. Adapun 3 pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin 
dicapai dari suatu pemidanaan, yaitu : 
a) Untuk memperbaiki pribadi penjahat sendiri. 
b) Membuat orang jera untuk melakukan tindak pidana. 




Upaya pendidikan untuk semua lapisan masyarakat dari usia dini sampai 
lanjut usia, termasuk kecakapan hidup bagi narapidana yang sedang menjalani 
hukuman di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dilakukan pula penggolongan atas 
dasar : 
a. Umur; 
b. Jenis kelamin; 
c. Lama pidana yang dijatuhkan; 
d. Jenis kejahatan; 
                                                          
3
Peraturan Pemerintah RI No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga 
Binaan Pemasyarakatan. 
4
Tina Asmarawati, Pidana dan pemidanaan dalam sistem Hukum di Indonesia, Edisi 
(Cet.II;Yogyakarta:Deepublish,2015), h. 23-25. 
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e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.5 
Pengembangan pendidikan kecakapan hidup merupakan tugas dan wewenang 
pendidikan luar sekolah sebagai upaya pengembangan sumber daya manusia yang 
didasarkan kepada sumber daya manusia, pengembangan ini juga sangat penting bagi 
narapidana. Rumah Tahanan Negara merupakan tempat pembinaan pelaku kejahatan. 
Bentuk kejahatan apapun yang pernah dilakukan, misalnya seorang pelaku 
pencabulan terhadap anak di bawah umuruntuk dapat hidup di tengah-tengah 
masyarakat harus mampu menyesuaikan dan membuktikan bahwa dirinya benar-
benar sadar, insaf, menunjukkan sikap serta perilaku yang baik dan yang terpenting 
pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi. Narapidana pelaku pencabulan 
merupakan salah satu tindak pidana yang memerlukan penerapan sanksi pemidanaan 
dan pembinaan yang tepat karena maraknya pemberitaan di media massa maupun 
media elektronik tentang terjadinya kejahatan seksual di berbagai daerah di 
Indonesia. 
Berdasarkan Catatan Akhir Tahun (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 
2015, terdapat 1.033 kasus perkosaan, 834 kasus pencabulan, 184 kasus pelecehan 




Dari data tersebut terlihat jelas bahwa kasus pelecehan terhadap anak sudah 
sangat masif dan oleh karenanya merupakan kejahatan kemanusiaan. Dengan kondisi 
seperti ini, menunjukkan adanya masalah yang harus diselesaikan secara 
                                                          
5
Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan 
6
Andika Wijaya, Wida Peace Ananta, Darurat Kejahatan Seksual (Jakarta Timur: Sinar 
Grafika Offset,2016), h. 4. 
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komprehensif, yaitu suatu pembinaan yang dapat membuat para narapidana 
berperilaku sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. 
Sebagaimana diketahui, tindak pidana pencabulan merupakan perbuatan yang 
bertentangan dengan ajaran Agama Islam dan kesusilaan. Dalam pandangan Islam 
perbuatan asusila dan perbuatan dosa besar yang hanya dilakukan oleh orang-orang 
yang kadar imannya lemah. Perbuatan cabul masuk ke dalam kategori zina karena 
pencabulan itu bagian atau menuju perzinaan. Hukum Islam memandang setiap 
hubungan kelamin di luar nikah sebagai zina dan mengancamnya dengan hukuman, 
baik pelaku sudah kawin atau belum kawin, dilakukan suka sama suka atau tidak.
7
  
Oleh sebab itu, Agama jelas-jelas melarang perzinahan dan menuntut umatnya 
yang berbuat zina atau melakukan tindak pidana pencabulan dan bahkan melarang 
untuk mendekatinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wata’ala yang terdapat 
dalam QS Al-Isrā/17:32 
 ٗلِٗيبَس َٓءاَسَو ٗةَشِح ََٰف َناَك ۥُهَِّنإ ٰٓۖٓ ََٰىن ِّزلٱ ْاُوبَرَۡقت َلََو٢٣ 
Terjemahnya: 
 “ Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu 
perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”8 
Ayat ini menegaskan bahwa janganlah kamu mendekati zina dengan 
melakukan hal-hal walaupun dalam bentuk menghayalkan sehingga dapat mengantar 
kamu terjerumus dalam keburukan itu, yakni zina itu amat keji yang melampaui batas 
dalam ukuran apa pun dan suatu jalan yang buruk dalam menyalurkan kebutuhan 
                                                          
7
Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika,2005), h. 3. 
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biologis. Maka, lebih jauh ayat ini memerintahkan semua anggota masyarakat agar 
menghindari sebab-sebab yang dapat mengantar ke arah itu.
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Dari ayat diatas terlihat bahwa tindak pidana pencabulan merupakan salah 
satu tindakan yang melanggar etika dan moral. Apalagi jika yang menjadi korban 
adalah anak yang secara fisik belum mempunyai daya tarik seksual seperti pada 
layaknya orang dewasa. Padahal sebagaimana yang kita ketahui bahwa anak adalah 
aset bangsa yang harus dilindungi. Anak harus mendapatkan perlindungan dari segala 
bentuk kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan anak. 
Dalam hal tindak pidana pencabulan anak, telah diatur dalam peraturan 
perundang-undangan, yaitu terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Pasal 81 Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak mengenai perbuatan cabul terhadap anak, sedangkan 
dalam hukum Islam sanksi hukum bagi pelaku pencabulan adalah hukuman ta`żīr dan 
hukuman  ḥad. Hukuman ta`żīr dikenakan kepada pelaku perbuatan cabul yang baru 
pada tingkat merayu dan meraba belum sampai pada persetubuhan. Hukuman ḥad 




Untuk mengatasi dan mengantarkan narapidana ke jalan yang benar, maka 
pengetahuan agama dan pengetahuan lainnya diharapkan sebagai alat untuk membina 
para narapidana, khususnya narapidana pencabulan anak di bawah  umur, meskipun 
usianya sudah lanjut tua, karena semua orang pada dasarnya ingin menjadi lebih baik. 
                                                          
9
M. Quraish Shihab, Tafsȋr al-Mishbâh(Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 79. 
10
Hamzah Hasan, Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam (Cet.I;Makassar: 
Alauddin University Press, 2012), h. 205. 
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Namun, pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan kenyataannya tidak 
sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat yang tumbuh di masyarakat, 
maksudnya dalam pembinaan narapidana para petugas pembinaan narapidana 
terkadang melakukan penyimpangan dalam melaksanakan tugasnya kurang atau tidak 
berdasarkan kepada hukum yang berlaku seperti yang diamanahkan pada Pasal 14 
ayat (1) UU Pemasyarakatan mengenai hak-hak narapidana dan dalam ketentuan PP 
No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan, merupakan 
dasar bagaimana seharusnya narapidana diberlakukan dengan baik dan manusiawi 
dalam satu sistem pemidanaan yang terpadu, misalnya insiden kaburnya ratusan 
penghuni Rutan di Pekanbaru yang disebabkan karena jumlah penghuni Rutan yang 
melebihi kapasitas, diduga pula banyaknya pungutan liar yang dilakukan oleh 
petugas. Kasus lain seperti kebebasan seksual yang melibatkan narapidana, peredaran 
narkotika di dalam penjara, peredaran majalah porno yang terjadi di beberapa 
Lembaga Pemasyarakatan. Kasus-kasus tersebut menunjukkan betapa masih 
banyaknya permasalahan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) maupun 
Rumah Tahanan Negara (RUTAN) yang seharusnya mendapatkan perhatian 
sungguh-sungguh dari semua pihak yang memiliki kesadaran untuk kebaikan secara 
menyeluruh. Tentu banyak faktor yang menyebabkan mereka berperilaku seperti ini, 
tetapi salah satu faktor penyebab yang sangat kuat adalah mereka tidak mendapatkan 
pembinaan yang memadai sesuai dengan yang dibutuhkan, yaitu suatu pembinaan 
yang dapat membuat mereka sadar atas segala kesalahannya, menyesali diri karena 
telah berbuat salah dan berupaya tidak lagi mengulang perbuatan sebagaimana yang 
pernah dilakukan sebelumnya.  
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Adapun di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sinjai ada dugaan pembinaan 
para narapidana, belumlah sesuai dengan apa yang diharapkan, antara lain belum 
terwujudnya pembinaan yang manusiawi, tegas, terdidik, dan spesifik artinya pelaku 
kejahatan khusus misalnya pelaku pencabulan anak haruslah diberi pembinaan yang 
tegas, memberikan pemahaman agama yang lebih baik dan ketat karena perbuatannya 
spesifik memalukan sekaligus menjadi aib, tidak sopan bahkan bila dibandingkan 
dengan perbuatan pencurian maka pencurian lebih sopan daripada mencabuli, terlebih 
anak dan anak-anak yang menjadi korbannya.  
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
dengan judul “Pembinaan Terhadap Narapidana Pelaku Pencabulan Anak Di 
Bawah Umur Di Rutan Kelas II B Sinjai” 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  
1. Fokus Penelitian 
a. Pembinaan Narapidana 
b. Pelaku Pencabulan Anak di Bawah Umur 
2. Deskripsi Fokus  
a. Makna Pembinaan  
Pembinaan merupakan cara yang tepat memperbaiki narapidana agar kembali ke 
masyarakat, karena pembinaan adalah tiang kegiatan sistem pemasyarakatan, 
pembinaan memenjuruskan para narapidana dan anak didik kepada kesanggupan 




b. Bentuk- bentuk pembinaan  
Suatu usaha yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan sebagai instansi yang 
menangani masalah narapidana, mengarahkan pasien (warga binaan) agar 
mencapai hidup sehat jasmani dan rohani. Adapun bentuk pembinaannya terdiri 
dari 2 (dua) yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. 
c. Makna pencabulan anak di bawah umur 
Adapun yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah perbuatan yang 
melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam ruang 
lingkup membangkitkan nafsu birahi kelamin. Misalnya: cium-ciuman, meraba-
raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada yang dilakukan oleh orang 
dewasa terhadap anak yang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana anak 
yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. 
d. Faktor-faktor penyebab terjadinya pencabulan 
Diantara faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan 
adalah pola fikir dan perilaku seseorang yang tidak normal serta lemahnya iman 
seseorang . 
No. Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 
1.  Pembinaan narapidana 
- Makna pembinaan, pembinaan adalah 
tiang kegiatan sistem pemasyarakatan, 
pembinaan memenjuruskan para 
narapidana dan anak didik kepada 




- Bentuk pembinaan merupakan suatu 
usaha yang dilakukan oleh Lembaga 
Pemasyarakatan sebagai instansi yang 
menangani masalah narapidana, 
mengarahkan pasien (warga binaan) 




anak di bawah umur 
- Makna  pencabulan anak di bawah 
umur, adalah perbuatan yang melanggar 
kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan 
keji, semuanya itu dalam ruang lingkup 
membangkitkan nafsu birahi kelamin 
yang dilakukan oleh orang dewasa 
terhadap anak yang menurut Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana anak 
yang belum berusia 18 (delapan belas) 
tahun. 
- Faktor-faktor penyebab terjadinya 
pencabulan, adalah pola fikir dan 
perilaku seseorang yang tidak normal 





C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang disebutkan maka pokok 
permasalahan dari karya tulis ini, yaitu bagaimana pembinaan terhadap narapidana 
pelaku pencabulan anak di bawah  umur. Dari pokok permasalahan tersebut sub 
permasalahan antara lain sebagai berikut : 
1. Bagaimana bentuk pembinaan terhadap narapidana pelaku pencabulan anak di 
bawah umur di Rutan Kelas II B Sinjai? 
2. Faktor- faktor penghambat proses pembinaan terhadap narapidana pelaku 
pencabulan anak di bawah umur di Rutan Kelas II B Sinjai? 
D. Kajian Pustaka 
Dalam penyusunan skripsi dibutuhkan berbagai dukungan teori dari berbagai 
sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana penelitian.Sebelum 
melakukan penelitian penulis telah melakukan kajian terhadap karya-karya ilmiah 
yang berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun penelitian yang memiliki relevansi 
dengan judul penulis, sebagai berikut: 
Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta dalam bukunya Darurat Kejahatan 
Seksual. Buku ini membahas tentang maraknya kejahatan seksual di Indonesia 
sehingga menimbulkan kontroversi penggunaan kembali konsep pidana penjeraan 
(afchrikkingstheorie) dalam Perpu Kebiri, pertentangan antara Perpu Kebiri dengan 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, 
perlindungan hak anak dan perempuan sebagai korban kejahatan seksual. 
Hamzah Hasan dalam bukunya Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum 
Pidana Islam. Buku ini membahas tentang kejahatan dalam hukum pidana Islam, 
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upaya pencegahan, dampak serta sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak 
pidana. 
Yuyun Nurulaen dalam bukunya Lembaga Pemasyarakatan, Masalah dan 
Solusi dalam perspektif Sosiologi Islam. Buku ini membahas tentang gagasan-
gagasan berupa kajian filosofis dan teoritis pelaksanaan kegiatan pembinaan dan cara 
pembinaan nararapidana melalui pendekatan keagamaaan dengan tekanan pada aspek 
tawakal. 
Petrus Irawan Panjaitan dan Chairijah dalam bukunya Pidana Penjara dalam 
Perspektif Penegakan Hukum , masyarakat, dan narapidana. Buku ini menjelaskan 
bagaimana pandangan para penegak hukum yakni Jaksa, Hakim, Polisi serta 
Masyarakat luas mengenai pidana penjara dengan Institusi Lembaga Pemasyarakatan. 
Dengan melihat beberapa buku yang dikemukakan di atas tidak satupun yang 
membahas tentang pembinaan narapidana bagi para pelaku pencabulan anak. Namun, 
ada satu dua buku yang menjelaskan tentang Lembaga Pemasyarakatan dan kejahatan 
seksual tetapi belum signifikan di dalam mengemukakan tentang hal tersebut karena 
itu diperlukan penelitian lanjutan.  
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  
1. Tujuan 
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan 
masalah yang dipaparkan di atas , yaitu sebagai berikut : 
a. Untuk mengetahui bentuk pembinaan terhadap narapidana pelaku pencabulan 
anak di bawah umur di Rutan Kelas II B Sinjai. 
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b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat proses pembinaan 
narapidana pelaku pencabulan anak di bawah umur di Rutan Kelas II B Sinjai. 
2. Kegunaan  
a. Kegunaan Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis serta 
menambah pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana. 
b. Kegunaan Praktis 
Diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum 
di Indonesia, khususnya mengenai pembinaan terhadap narapidana pelaku pencabulan 






A. Konsep Sistem Pemasyarakatan 
1. Sistem Pemasyarakatan 
Sistem pemasyarakatan muncul setelah adanya sistem kepenjaraan yang telah 
berlangsung selama ratusan tahun dan menekankan pada pembalasan atau 
penghukuman pada masyarakat yang telah melakukan tindak pidana dan dinyatakan 
bersalah oleh pihak Pengadilan. Perbedaan sistem pemasyarakatan dan sistem 
kepenjaraan terletak pada asas, tujuan, dan pendekatan yang mendasari tata perlakuan 
(pembinaan) terhadap para pelanggar hukum. Perbedaan ini secara keseluruhan 
memperlihatkan bahwa sistem pemasyarakatan jauh lebih baik dan sangat 
memperhatikan aspek kemanusiaan dibandingkan dengan sistem kepenjaraan. Hal ini 
seperti dijelaskan dalam buku penuntun Departemen Kehakiman RI (tth: 2) sebagai 
berikut :  
Sistem Kepenjaraan; a. Asas: titik berat pada pembalasan, memberikan derita 
kepada pelanggar hukum, b. Tujuan: supaya pelanggar hukum menjadi jera, 
masyarakat dilindungi dari perbuatan jahatnya, c. Pendekatan: pendekatan keamanan 
dan pengasingan dari masyarakat secara penuh. Sistem Pemasyarakatan; a. Asas: 
Pancasila, b.Tujuan: Di samping melindungi masyarakat, juga membina narapidana 
agar selama dan terutama setelah selesai menjalani pidananya ia dapat menjadi 
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manusia yang baik dan berguna, c. Pendekatan: Pendekatan keamanan melalui tahap 
maximum, medium, dan minimum security.
1
 
 Sistem pemasyarakatan yang diciptakan oleh Dr. Sahardjo, S.H. Konsepsi ini 
bernafaskan falsafah pengayoman. Konsepsi ini diterima sebagai sistem pembinaan 
narapidana (treatment of offenders) dan akhirnya dikenal sebagai “ Sistem 
Pemasyarakatan”. Konsepsi ini baru dikembangkan menjadi prinsip-prinsip yang 
lebih operasional setelah diadakannya Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan 
di Lembaga- Bandung pada tanggal 27 April 1964. Dalam Konferensi tersebut 




1) Orang yang tersesat diayomi, dengan memberikan bekal untuk hidup 
sebagai warga yang baik dan berguna di dalam masyarakat. Masyarakat 
Indonesia menuju ke tata masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan 
Pancasila. Bekal hidup yang tidak hanya finansial dan material, tetapi 
yang lebih penting adalah mental, fisik, keahlian, keterampilan hingga 
orang mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensial dan effektif 
untuk menjadi warga negara yang baik, tidak melanggar hukum lagi, dan 
berguna dalam pembangunan Negara. 
                                                          
1
Yuyun Nurulaen, Lembaga Pemasyarakatan, Masalah dan Solusi: Perspektif Sosiologi Islam 
( Bandung: Marja, 2012), h. 38.  
2
Tina Asmarawati, Pidana dan pemidanaan dalam sistem Hukum di Indonesia, Edisi 
(Cet.II;Yogyakarta:Deepublish,2015), h. 24-26. 
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2) Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari Negara. Terhadap 
narapidana tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan, ucapan, 
perawatan ataupun penempatan. 
3) Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan 
bimbingan. Kepada narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai 
norma-norma hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan untuk 
merenungkan perbuatannya yang lampau. Narapidana dapat diikutsertakan 
dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menambahkan rasa hidup 
kemasyarakatan. 
4) Negara tidak berhak membuat seseorang menjadi lebih jahat dari sebelum 
pelaku masuk ke lembaga pemasyarakatan. 
- Yang residivist dan yang bukan 
- Yang telah melakukan tindak pidana berat dan yang ringan. 
- Macam tindak pidana yang diperbuat. 
- Dewasa, dewasa muda dan anak-anak. 
- Terpidana dan orang tahanan. 
5) Selama kehilangan kemerdekaan, narapidana harus dikenalkan dengan 
masyarakat dan tidak boleh diasingkan. 
Menurut paham lama, pada waktu mereka menjalani pidana hilang 
kemerdekaan adalah identik dengan pengasingan dari masyarakat. Pada saat ini, 
menurut sistem pemasyarakatan mereka tidak boleh diasingkan dari masyarakat 
dalam arti secara “ cultural “. Sistem pemasyarakatan didasarkan kepada pembinaan 
yang “ community centered “ dan berdasarkan interaktivitas dan inter disiplinair 
approach antara unsur-unsur pegawai, masyarakat, dan narapidana. 
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6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi 
waktu/hanya diperuntukan untuk kepentingan lembaga atau kepentingan 
Negara. Pekerjaan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat. Ditujukan 
kepada pembangunan nasional, karena harus ada integrasi pekerjaan 
narapidana dengan pembangunan nasional. 
7) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila. Pendidikan dan 
bimbingan  harus berisikan asas-asas yang tercantum dalam Pancasila, 
kepada narapidana harus diberi pendidikan agama, serta diberi kesempatan 
dan bimbingan untuk melaksanakan ibadahnya, ditanamkan jiwa gotong-
royong, jiwa toleransi, jiwa kekeluargaan, rasa persatuan, rasa kebangsaan 
Indonesia, jiwa bermusyawarah untuk bermufakat yang positif. 
8) Tiap orang adalah manusia, harus diperlakukan sebagai manusia, 
meskipun telah tersesat. Tidak boleh selalu ditunjukan kepada narapidana 
bahwa ia adalah penjahat. Ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan 
diperlakukan sebagai manusia. Sehubungan dengan itu, petugas 
pemasyarakatan tidak boleh bersikap kasar, memakai kata-kata yang dapat 
menyinggung perasaannya. 
9) Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan. Perlu 
diusahakan agar narapidana mendapat mata pencaharian untuk 
keluarganya dengan cara menyediakan atau memberikan pekerjaan dengan 
upah. Bagi pemuda dan anak-anak disediakan lembaga pendidikan yang 
diperlukan, ataupun diberi kesempatan kemungkinan mendapatkan 
pendidikan di luar lembaga. 
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10) Perlu didirikan lembaga –lembaga pemasyarakatan yang baru yang sesuai 
dengan kebutuhan proses pemasyarakatan. Sebaiknya ada bangunan- 
bangunan khusus sehingga dapat diadakan pemisahan antara narapidana: 
- Dewasa, dewasa muda, dan anak-anak. 
- Laki-laki dan wanita. 
- Recidivist dan bukan recidivist 
- Yang melakukan tindak pidana berat dan yang ringan. 
- Narapidana dan tahanan. 
- Padja. 
Sistem pemasyarakatan dijelaskan pula pada Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1995: 
 “ Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta 
cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang 
dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk 
meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, 
memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima 
kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan 
dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”3 
Dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI No : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 
tentang pola pembinaan narapidana atau tahanan yang mana disebutkan bahwa 
keberhasilan pemasyarakatan sebagai tujuan dan pembinaan narapidana dan 
                                                          
3
Pejelasan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 
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pelayanan bagi tahanan terletak pada konsistensi aparatur dalam menerapkan sistem 
pembinaan yang baik dengan memperhatikan fungsi-fungsinya yaitu : 
a. Melakukan pembinaan narapidana/tahanan dan anak didik. 
b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja. 
c. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian. 
d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tertib Rutan 
e. Melakukan usulan tata usaha dan rumah tangga.4 
 
2. Teori dan Tujuan Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum 
Islam 
Bentuk perkembangan Pemasyarakatan berhubungan erat dengan tujuan 
pemidanaan, adapun berikut dijelaskan tujuan pemidanaan dalam perspektif Hukum 
Positif dan Hukum Islam. Pembahasan tentang tujuan pemidanaan selalu melahirkan 
perbedaan pendapat diantara para ahli. Pada dasarnya, terdapat 3 (tiga) pokok pikiran 
tentang tujuan yang hendak dicapai dengan suatu pemidanaan, tujuan mana pada 
umumnya sama dengan pendapat para penulis bangsa Romawi, yaitu : 
a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri. 
b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan. 
c. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan 




                                                          
4
Keputusan Menteri Kehakiman RI No: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan 
Narapidana atau Tahanan. 
5
P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia ( Jakarta: Sinar 
Grafika, 2010), h. 11.  
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R. Soesilo menjabarkan bahwa tujuan pemidanaan sebagaimana pendapat 
beberapa ahli adalah sebagai berikut : 
1. Immanuel Kant, mengatakan bahwa hukuman adalah suatu pembalasan 
berdasarkan pepatah:‟siapa membunuh harus dibunuh‟, teori mana disebut 
sebagai teori pembalasan (vergeldings-theorie). 
2. John Paul Anselm von Feuerbach berpendapat bahwa hukuman harus dapat 
mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat, teori mana disebut teori 
mempertakutkan (afchrikkingstheorie). 
3. Teori memperbaiki (verbeteringstheorie), dimana hukuman ditujukan untuk 
memperbaiki orang yang telah berbuat kejahatan. 
4. Teori gabungan, dimana dasar penjatuhan hukuman itu adalah pembalasan, 
akan tetapi maksud lain-lainnya (pencegahan, mempertakutkan, 
mempertahankan tata tertib kehidupan bersama, memperbaiki orang yang 
telah berbuat) tidak boleh diabaikan.
6
 
Sedangkan Petrus Irwan Pandjaitan dan Samuel Kikilaitety, mengemukakan 
teori tujuan pemidanaan antara lain teori pembalasan (retribution), teori pencegahan 
(deterrence), teori rehabilitasi, teori integratif, bahkan muncul gerakan hendak 
menghapus pidana (abolisionis). Adapun uraian mengenai teori tujuan pemidanaan 




                                                          
6
Andika Wijaya, Wida Peace Ananta, Darurat Kejahatan Seksual (Jakarta Timur: Sinar 
Grafika Offset, 2016), h. 110. 
7
Petrus Irwan Pandjaitan dan Samuel Kikilaitety, Pidana Penjara Mau Kemana (Jakarta: 
CV.Indhill Co,2007), h. 6.   
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a. Teori Retributif 
Menurut teori pembalasan (retribution theory) alasan pembenar dalam 
penjatuhan hukuman, hukuman semata-mata sebagai imbalan dari perbuatan jahat 
yang dilakukan. Hal ini menggambarkan, bahwa penjahat itu harus mengganti 
kerugian yang ditimbulkannya. Teori ini berpandangan setiap orang itu dalam 
keadaan apapun juga dapat untuk berbuat sesuatu dengan keinginannya. Oleh karena 
itu ada alasan dilakukan pembalasan. Dengan demikian, teori pembalasan ini tidak 
mempersoalkan penjatuhan hukuman berupa pidana yang diberikan kepada pelaku 
kejahatan, tetapi didasarkan adanya pelanggaran hukum, karena ini merupakan 
tuntunan keadilan.  
Oleh karena itu, menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang 
telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak 
yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. 
b. Teori Pencegahan 
Menurut teori ini kejahatan tidak harus dijatuhi dengan suatu hukuman tetapi 
harus ada manfaatnya baik untuk sipelaku tindak pidana maupun masyarakat. 
Hukuman diberikan bukan saja karena apa yang ditimbulkan si pelaku pada masa 
lalu, melainkan ada tujuan yang utama untuk masa depan. Sehingga hukum berfungsi 
mencegah agar kejahatan tidak diulangi, dan menakut-nakuti anggota masyarakat 
sehingga menjadi takut melakukan kejahatan. Bagi teori utilitarian hal yang utama 
adalah harus mencari suatu keseimbangan antara perlunya hukuman dengan biaya 
22 
 
penghukuman. Kalau manfaatnya lebih besar, maka perlu suatu hukuman, bila efek 
penjeraan dari hukuman itu tidak ada, maka hukuman itu tidak perlu ada.
8
 
c. Teori Rehabilitasi 
Dijatuhkannya hukuman kepada pelaku kejahatan, tidak saja dilihat sebagai 
balasan atas perbuatan yang merugikan atau penjeraan semata, tetapi ada kegunaan 
tertentu. Di dalam penjatuhan pidana, dalam pelaksanaannya bukan pidana badan, 
akan tetapi pidana hilang kemerdekaan. Dalam pelaksanaannya seseorang 
ditempatkan dalam suatu tempat tertentu. Dalam hal ini berarti, seseorang yang 
menjalani pidana di dalam penjara atas nama perubahan sosial dan dibiarkan di sana 
karena mereka diobati. Keberadaan seseorang yang direhabilitasi disebabkan adanya 
kesalahan atau tindakan kejahatan dianggap sebagai penyakit sosial yang 
disintegrative dalam masyarakat. Kejahatan itu dibaca sebagai simptom disharmoni 
mental atau ketidakseimbangan personal yang membutuhkan terapi psikiatris, 
counseling, latihan-latihan spiritual. Dipergunakannya metode seperti ini jelas 
menyerupai cara-cara tirani dan mengingkari hak asasi manusia. Sekali orang 
narapidana dirawat oleh dokter, maka tidak dapat diperkirakan kapan ia akan 
dinyatakan sembuh, dan manusia diperlakukan seperti “kelinci percobaan”.9 
d. Abolisionis 
Gerakan abolisionis melihat ketidakpuasan terhadap hasil yang dicapai dari 
adanya sanksi berupa pidana penjara ternyata mendorong gerakan ini membentuk 
masyarakat yang bebas, dengan cara menghapuskan pidana penjara sebagai refleksi 
                                                          
8
Bambang Purnomo, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan 
(Yogyakarta: Liberry,1986), h. 57. 
9
Petrus Irwan Pandjaitan dan Samuel Kikilaitety, Pidana Penjara Mau Kemana, h. 9.   
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pemikiran punitif. Dalam hal ini kelompok abolisionis ingin menghapus hukum 
pidana, karena tidak layak lagi dipertahankan dalam masyarakat beradab, di samping 
karena dipandang kurang efektif untuk pencegahan kejahatan dalam masyarakat. Dari 
pandangan kaum abolisionis, dapat dikatakan, bahwa hukuman bukanlah cara yang 
paling efektif untuk menghadapi kejahatan. Hal ini cukup beralasan di mana 
kejahatan telah ada sebelum hukum pidana dibentuk. Sebagai pelaku kejahatan, dia 
bukanlah anggota masyarakat yang terasing. Gerakan abolisionis juga mengingatkan, 
bahwa pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan semata-mata dikarenakan 
sistem peradilan pidana mengandung cacat, sehingga sistem peradilan pidana sendiri 
bersifat kriminogen. 
e. Integratif  
Teori integratif menempatkan pidana itu bukan semata-mata sebagai sarana 
dalam menanggulangi kejahatan, dalam hal ini fungsi pidana harus disesuaikan 
dengan kebutuhan masyarakat antara lain pidana untuk melindungi kepentingan 
hukum, masyarakat dan negara. Dalam hal ini, praktek penerapan hukum pidana tidak 
harus dengan pemanfaatan pidana sebagai sarana efektif menjerakan pelaku.
10
 
Sedangkan tujuan pemidanaan menurut Hukum Islam. Dalam hukum Islam 
dipertalikan pada dua kaidah dasar pokok, yaitu: Pertama, sebagian  bertujuan untuk 
memerangi tindak pidana tanpa mempedulikan si pelaku tindak pidana, dan Kedua, 
sebagian yang lain bertujuan untuk memperhatikan si pelaku tanpa melalaikan tujuan 
untuk memerangi tindak pidana.
11
 
                                                          
10
Petrus Irwan Pandjaitan dan Samuel Kikilaitety, Pidana Penjara Mau Kemana, h. 12.   
11
Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002), h. 163. 
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Hukuman dalam Islam dibagi menjadi 3 (tiga) tingkatan, yaitu hukuman tetap 
(ḥudūd), retribusi (qiṣāṣ), dan hukuman diskresioner (ta`żīr). Tindak pidana berat dan 
beberapa kejahatan lainnya diancam dengan hukuman tetap sebagaimana tersurat 
secara tegas dalam al-Qur‟an. Sedangkan untuk jenis tindak pidana ringan 
diancamkan hukuman, baik dengan retribusi ataupun hukuman diskresioner sesuai 
dengan pertimbangan dan penilaian negara. Dalam sistem Islam berlaku filosofi 
bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati, disamping juga sistem pidana yang 
ketat dan efektif demi untuk mencapai perdamaian dan stabilitas masyarakat.
12
 
Pada dasarnya penetapan hukum tentang tindak pidana dalam hukum Islam 
tidak terlepas dari tujuan umum ditetapkannya syari‟at Islam, yaitu untuk memelihara 
kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat dan menjaga mereka dari kemafsadatan. 
Cara mencapai tujuan tersebut dengan melalui pemberian taklīƒ (pembebanan hukum) 
kepada manusia. Untuk menjalankan taklīƒ  tersebut, manusia harus dapat memahami 
sumber syari‟at, yaitu Al-Qur‟an dan Al-Sunnah.13 
Tujuan dari adanya hukuman dalam syari‟at Islam, menurut Siti Jahroh, 
merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan 
atas perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta 
perlindungan terhadap hak-hak si korban.
14
 Sedangkan tujuan pemidanaan dalam 
Islam, menurut Muh. Tahmid Nur, bukan hanya sebagai retribution (pembalasan) 
                                                          
12Nafi‟ Mubarok, Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah, 
Jurnal, http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/download/233/223/(Al-Qānūn,Volume 18, 
Nomor 2).( 22 Juli 2017 ). 
13
Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam: Bagian Pertama (Jakarta: Logos Wacana 
Ilmu, 1997), h. 125. 
14Siti Jahroh, “Reaktualisasi Teori Hukuman dalam Hukum Pidana Islam”, Jurnal Hukum 
Islam. (22 Juli 2017). 
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semata, tetapi juga deterrence (pencegahan) dan reformation (perbaikan), serta 
mengandung tujuan pendidikan (al-tahzib) bagi masyarakat, yang merupakan satu 
kesatuan yang utuh dalam penerapannya demi mewujudkan kemaslahatan manusia.
15
 
 Aspek pembalasan seperti halnya hukuman bagi seorang pencuri laki-laki 
maupun perempuan adalah potong tangan merupakan pembalasan (jazā’) terhadap 
perbuatan jahat yang telah diperbuat dan sebagai siksaan dari Allah swt. Sedangkan 
Aspek rehabilitasi dari hukuman dalam Islam ditunjukkan dengan bahwa hukuman 
menjadi kaƒƒārah. Ini semisal dalam Al-Quràn QS An-Nūr/24:4-5, yang mengatur 
tentang tindak pidana qaḍẓaƒ di mana diberikan kesempatan untuk bertobat dan 
memperbaiki diri, yang memungkinkan adanya pengurangan hukuman. Aspek 
rehabilitasi pelaku juga ditujukan untuk mencegah pelakunya mengulangi 
kejahatannya dan membawa kembali ke jalan yang lurus.  
Aspek pencegahan dalam pidana Islam dapat dipahami dari beratnya hukuman 
yang disediakan dalam hukum Islam, sehingga membuat jera dan takut pelaku 
kejahatan untuk mengulangi kejahatannya. Sedangkan bagi orang lain yang 
berpotensi melakukan kejahatan akan berfikir seribu kali sebelum melakukan 
kejahatan. Hal ini bisa dipahami dalam firman Allah swt. QS An-Nūr/24: 2 : 
 
 ِنيِد ِفِ 
ٞ












ٱ َن ِّم 
ٞ
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“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap 
seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada 
keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu 
beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) 
hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.16 
Sanksi hukum terhadap perzinaan yang dilakukan oleh mereka yang belum 
kawin. Adapun sanksinya terhadap pezina yang telah kawin, itu dijelaskan melalui 
sekian banyak hadits. „Umar Ibn Khaththab mengingatkan bahwa: “Sesungguhnya 
Allah telah mengutus Muhammad saw. dengan ḫaq dan menurunkan kepada beliau 
Kitab Suci. Salah satu yang diturunkan adalah ayat tentang kewajiban rajam 
(melempar pezina yang telah kawin hingga mati).
17
 
 Dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Shamit disebutkan bahwa : 
 ، ِِّشَاق َّرما ِالله ِدْبَع ِنْب َنا َّطِح ْنَع ،ِنَسَْحما ِنَع ،ٍروُصْنَم ْنَع ،ٌْيْ َ شُه َنَ ََبَْخَٱ
 ُلوُسَر َلَاق :َلَاق ،ِتِما َّصما ِنْب َةَداَبُع ْنَع : َ َّلََّسَو ِهَْيَلع ُالله َّلََّص ِالله« ، ِّنَّع اوُذُخ
 ُبِّ يَّ ثماَو ،ٍَةن َ س ُيَْفهَو ٍَةئاِم ُْلَِج ِرْكِْبمِبِ ُرْكِْبما ، الًيِبَس َّنَُهم ُالله َلَعَج َْدق ، ِّنَّع اوُذُخ
 ُمْج َّرماَو ،ٍَةئاِم ُْلَِج ِبِّ يَّ ثمِبِ»،  
Artinya: 
“ Diriwayatkan dari Ubadah bin Shamit r.a, dia berkata: “Rasulullah saw. 
telah bersabda: “Ikutilah perintahku! Ikutilah perintahku! Ikutilah perintahku! 
Sesungguhnya Allah telah menetapkan cara hukuman zina bagi kaum wanita, 
yaitu wanita yang belum menikah (yang berzina) dengan lelaki yang belum 
menikah mereka terkena seratus kali pukulan dan diasingkan selama satu 
                                                          
16
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: CV. Aneka Ilmu,2013), 
h. 488. 
17
M. Quraish Shihab, Tafsȋr al-Mishbâh , h. 477. 
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tahun, sedangkan wanita yang telah menikah (yang berzina) dengan lelaki 
yang telah menikah, maka mereka terkena hukuman seratus kali pukulan dan 
rajam”. (HR. Muslim)18 
Dari hadits di atas, menyatakan bahwa jalan yang dijanjikan Allah dalam Al-
Qur‟an terhadap pezina, adalah 100 kali cambukan, pengusiran selama satu tahun 




Aspek pencegahan juga dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie, dengan 
mengatakan bahwa: “Penjatuhan pidana ḥudūd dimaksudkan untuk mencegah 
terjadinya kejahatan lebih lanjut dalam masyarakat dengan cara melindungi kebaikan 
dan memberikan ganjaran kepada pelaku kejahatan dengan perspektif untuk membela 
orang yang tertindas dan yang menjadi korban. Dengan dijatuhkannya ḥudūd maka 
batasan yang tegas antara kejahatan dan kebaikan akan menjadi jelas bagi semua 
orang dalam pergaulan hidup masyarakat. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa 
pidana ḥudūd  bersifat forward looking. Artinya, yang dilihat bukan hanya masa lalu 
dari penjahat atau peristiwa kejahatannya yang justru sudah terjadi, melainkan juga 
melihat keadaan yang akan datang dengan dijatuhkannya pidana tersebut.
20
 
B. Proses Pembinaan Narapidana 
Rutan selain sebagai tempat pemidanaan juga berfungsi untuk melaksanakan 
program pembinaan  terhadap narapidana, dimana melalui program yang dijalankan 
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Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, Sahih Muslim, Juz III, (Beirut: 
Dar Ilhya‟al-Turas  al-Arbi), h. 316. 
19
Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, koleksi hadis-hadis hukum (Jakarta: PT.Petraya 
Mitrajaya Semarang, 2001), h. 105. 
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diharapkan narapidana yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat 
menjadi warga negara yang baik dan berguna di masyarakat. Pembinaan adalah 
kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana 
dan Anak Didik Pemasyarakatan.
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1. Hak- hak Narapidana 
Berdasarkan  UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 
14 ayat 1, sangat jelas mengatur hak-hak seorang narapidana selama berada di 
Lembaga Pemasyarakatan, yaitu : 
a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. 
b. Mendapatkan perawatan , baik perawatan jasmani maupun rohani. 
c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran. 
d. Mendapatkan pengajaran dan makanan yang layak. 
e. Menyampaikan keluhan. 
f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang 
tidak dilarang. 
g. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya. 
h. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang telah dilakukan. 
i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) 
j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga. 
k. Mendapatkan pembebasan bersyarat. 
l. Mendapatkan cuti menjelang bebas. 
                                                          
21
Penjelasan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan 
dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. 
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m. Mendapatkan hak-hak lainnya sesuai perundangan yang berlaku.22 
Pengertian Sistem Pemasyarakatan menurut Pasal 1 angka 2 UU Nomor 12 
Tahun 1995 adalah tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga 
binaan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang 
dibina serta masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan 
agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana 
sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta dapat hidup 
selayaknya warga negara yang baik dan bertanggung jawab.  
2. Bentuk-bentuk Pembinaan Narapidana 
Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No : M.02-PK.04.10 Tahun 




1) Tahap Pertama (maximum security) berupa Admisi Orientasi 
Bahwa secara umum alur system organisasi dapat dijelaskan sebagai proses 
input dan output. Secara sederhana, narapidana mulai masuk untuk dibina yang biasa 
dipanggil sebagai warga binaan. Tahap pertama mereka melakukan admisi orientasi. 
Setelah selesai mereka memasuki tahap 2 (dua), yaitu pembinaan lanjutan dengan 
program kepribadian dan kemandirian. Selesai tahap 2 (dua) memasuki tahap 3 (tiga) 
yaitu tahap asimilasi. Mereka tidak lagi ditempatkan di kerangkeng jeruji besi tetapi 
mulai secara pelan-pelan memasuki proses dengan masyarakat mereka di karyakan 
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 
23
Yuyun Nurulaen, Lembaga Pemasyarakatan, Masalah dan Solusi: Perspektif Sosiologi 
Islam, h. 94. 
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dengan kerja di luar gedung komplek Lapas ataupun Rutan. Jika tahap 3 (tiga) 
dijalani dengan baik oleh narapidana maka kebebasan akan dengan segera 
didapatkan. 
Tahap ini merupakan tahap pembinaan awal yang didahului dengan masa 
pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan (Mapenaling) atau disebut juga 
masa Admisi dan Orientasi (AO), sejak narapidana diterima di Lapas ataupun Rutan 
sampai dengan 1/3 dari masa pidana melalui pembinaan kepribadian. Tahap ini warga 
binaan diberikan orientasi tentang lingkungan, admisi dan pengenalan WBP lama dan 
para pegawai Lapas ataupun Rutan. Warga binaan baru akan dikenalkan ke dalam 
system pemasyarakatan sebagai suatu proses pembinaan yang terdiri dari unit-unit 
kerja. 
Pada tahap ini merupakan tahap pengumpulan identitas dan biodata 
narapidana, yang hasilnya untuk dijadikan bahan (pedoman) pembinaan selanjutnya. 
Terhadap setiap narapidana yang masuk di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan 
penelitian untuk mengetahui segala ikhwal perihal dirinya, termasuk: sebab-sebab ia 
melakukan pelanggaran dan segala keterangan mengenai dirinya yang dapat diperoleh 
dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, teman, sekerja, si korban dari 
perbuatannya, serta dari petugas instansi lain yang telah menangani perkaranya. 
Pembina tahap ini juga disebut tahap awal, dimana kegiatan masa 
pengamatan, penilitian dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan 
pelepasan program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang waktunya dimulai 
saat bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3(sepertiga) dari 
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masa pidananya. Pembinaan tahap ini masih di lakukan dalam Lapas dan 
pengawasaannya maksimum (maximum security). 
2) Tahap Kedua (medium security) 
Jika proses pembinaan terhadap narapidana yang bersangkutan telah 
berlangsung selama-lamanya 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut 
pendapat tim pengamat pemasyarakatan sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain 
menunjukkan keinsyafan, perbaikan disiplin dan patuh peraturan dan tata-tertib yang 
berlaku di Lembaga, maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan 
kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan melalui 
pengawasan medium security. 
 Tahap ini merupakan tahap pembinaan tahap lanjutan dari mulai 1/3 sampai 
dengan ½ masa pidana yang diisi dengan pembinaan kepribadian lanjutan secara 
khusus ditangani oleh jajaran bidang kegiatan kerja. Diantaranya Kejar paket A dan B 
C dan KF, b) Kepramukaan, c) Kesegaran jasmani, d) Pos-Pos kerja.
24
 
3) Tahap ketiga (minimum security)  
Jika proses pembinaan narapidana telah dijalani ½ (setengah)  dari masa 
pidana sebenarnya dan menurut Tim pengamat Pemasyarakatan telah dicapai cukup 
kemajuan-kemajuan, baik secara fisik atau secara mental dan juga keterampilannya, 
maka wadah proses pembinaan di perluas dengan Asimilasi yang pelaksanaannya 
terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama waktunya dimulai sejak dimulainya 
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tahapan awal sampai dengan ½ (setengah)  dari masa pidananya.  Pada tahap ini 
pembinaan masih dilaksanakan dalam LAPAS dan pngawasaannya sudah memasuki 
tahap medium security. Tahap kedua dimulai dari sejak berakhirnya masa lanjutan 
pertama sampai dengan 2/3 dua per tiga masa pidananya. Pemberian lepas bersyarat 
dalam pelaksanaannya terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat administrasi 
sebagai berikut : 
a) Salinan dan surat-surat putusan hakim. 
b) Keterangan asli dari hakim tentang tidak mempunyai perkara lagi. 
c) Keterangan asli dari kejaksaan, apa masih mempunyai perkara lain dan 
jalannya pelanggaran. 
d) Menerangkan asli kesanggupan dari yang akan menerimanya 
e) Keterangan asli dari kepolisian di daeranhnya untuk menerimanya serta 
sikap dan pandangan masyarakat terhadapnya. 
f) Keterangan asli dari pamongpraja tentang riwayat hidup 
g) Keterangan kesehatan 
h) Surat keterangan bebas G.30 S/PKI.25 
Dalam tahap ini narapidana sudah memasuki tahap asimilasi dan selanjutnya 
dapat diberikan pembebasan bersyarat atau Cuti Menjelang Bebas dengan 
pengawasan medium security. Merupakan  tahap pembinaan lanjutan mulai dari ½ 
sapai 2/3  dari mas pidana melalui pembinaan  Asimilasi diluar kerja dibantu oleh 
KPLP dan bidang administrasi Kamtib untuk melakukan pengawasannya. 
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Jika proses  pembinaan telah menjalani 2/3 dari maasa pidana yang 
sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan. Pembinaan ini disebut pembinaan 
tahap akhir, yaitu kegiatan berupa perencanaan dan program integritas yg dimulai 
sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari 
narapidana yang bersangkutan. Pembinaan tahap ini terhadap narapidana yang 
memenuhi syarat diberikan Cuti menjelang bebas atau pembinan bersyarat dan 
pembinaannya dilakukan diluar LAPAS oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang 
kemudian disebut pembinaan Klien pemasyarakatan. Pembimbingan adalah 
pemberian tuntunan untuk mendapatkan kualitas ketakwaan terhadap Tuhan Yang 
Maha Esa, Intelektual, sikap, dan prilaku professional kesahatan jasmani dan rohani 
terhadap Klien Pemasyarakatan. 
Jadi, berdasarkan pemaparan di atas penulis menyimpulkan bahwa narapidana 
yang telah menjalani (0-1/3) masa pidana dilakukan pengawasan, penelitian dan 
pengamatan lingkungan (maximum security). Jika proses pembinaan telah 
berlangsung selama-lamanya (1/3-1/2) dari masa pidana yang sebenarnya apabila 
dinilai sudah ada kemajuan, maka kepada yang bersangkutan diberikan kebebasan 
lebih banyak (medium security). Dan bila dijalani (1/2-2/3) dari masa pidana yang 
sebenarnya dan telah dicapai cukup kemajuan, maka kepada mereka diperbolehkan 
mengadakan sosialisasi dengan masyarakat luar (minimum security). Apabila 
pembinaan telah dijalani 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-
kurangnya sembilan bulan, maka kepada mereka diberikan lepas bersyarat dan usul 
menjelang bebas. 
Tahap pembinaan lanjutan atau bimbingan diatas 2/3 sampai selesai masa 
pidananya. Integrasi melalui Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas 
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(CMB) dan Cuti Bersyarat (CB). Pelaksanaan tahap ini melibatkan Aparat Kejaksaan 
Negeri Bapas. Semua proses dalam kegiatan ini terhitung mulai 1 Januari 2011 tidak 
dibebankan biaya kepada WBP dan keluarganya.
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3. Faktor-Faktor Pendukung Pembinaan Narapidana 
Adapun faktor-faktor pendukung pembinaan narapidana di lembaga 
pemasyarakatan adalah sebagai berikut: 
a) Narapidana harus diberikan bimbingan, pendidikan mental dan keterampilan 
yang tidak lepas dari dan bersama dengan unsur-unsur yang ada di dalam 
masyarakat sehingga bisa menjalankan fungsi sosialnya kembali. 
b) Petugas pemasyarakatan sebagai pendorong, sebagai pembimbing dan 
Pembina, hendaknya dibekali dengan pengetahuan yang matang sehingga 
mengetahui arah pembinaan yang ditujunya, menyadari betapa penting 
tugasnya, serta mencintai tugasnya atau dengan kata lain memiliki dedikasi 
dan disiplin yang tinggi. 
c) Masyarakat hendaknya selalu berpartisipasi secara penuh dan memberikan 
dukungan dalam membantu terlaksananya pembinaan terhadap narapidana. 
Masyarakat harus menerima dan bukannya memberikan cap ex narapidana, 
apalagi melakukan permusuhan dan selalu mencurigai bekas narapidana.
27
 
Dalam proses pembinaan narapidana oleh Lembaga Pemasyarakatan 
dibutuhkan pula sarana pedukung guna mencapai keberhasilan yang ingin dicapai, 
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gedung pemasyarakatan merupakan representasi keadaan penghuni di dalamnya. 
Keadaan gedung yang layak dapat mendukung proses pembinaan yang sesuai 
harapan. Di Indonesia sendiri, sebagian besar bangunan Lembaga Pemasyarakatan 
merupakan warisan kolonial, dengan kondisi infrastruktur yang terkesan ”angker” 





C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak  
 
1.  Pengertian Pelaku Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pencabulan Anak 
Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam 
arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang 
disyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak 
dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun 
unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak 




Pencabulan berasal dari kata cabul dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
dan dalam kamus hukum berarti : “keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar 
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kesopanan, kesusilaan). Sedangkan dalam bahasa arab pengertian Pencabulan berasal 
dari kata cabul yang disebut juga فﹶ َقُس  30dan secara bahasa diartikan :  
a. Keluar dari jalan yang haq serta kesalihan 
b. Berbuat cabul, hidup dalam kemesuman dan dosa.  
c. Sesat, kufur.  
d. Berzina. 
Menurut istilah pencabulan atau perbuatan cabul bila  melihat dari definisi 
cabul secara bahasa pencabulan berarti perbuatan yang keluar dari jalan yang haq 
serta kesalihan yang mengarah pada perbuatan mesum, dosa, sesat dan kufur serta 
mengarah pada perbuatan zina.  
R. Soesilo  berpendapat bahwa perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang 
melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam 
lingkungan nafsu birahi, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, 




Pencabulan ini sebenarnya terjadi karena tidak terpenuhinya kebutuhan vital 
(seksual) pada manusia dan jika kebutuhan ini tidak terpenuhi dapat mendatangkan 
gangguan kejiwaan dalam bentuk tindakan abnormal.  
 
 




R. Soesilo, KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal 
(Bogor:Politeia,1995), h. 183. 
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2. Faktor-Faktor Penyebab Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan  
Berikut beberapa faktor-faktor penyebab sesorang melakukan tindak pidana 
pencabulan terhadap anak: 
a) Riwayat pelecehan seksual masa lalu yaitu adanya tindakan yang pernah 
dialami oleh orang tersebut sehingga ada keinginan untuk melakukan 
perbuatan yang sama terhadap orang lain. 
b) Keluarga yang tidak harmonis yang menimbulkan rasa kurang kasih sayang 
sehingga melampiaskan permasalahan kepada orang lain. 
c) Benci terhadap anak-anak. 
d) Kelainan seksual dari pelaku yang menyebabkan selalu ingin melakukan 
perbuatan untuk menyalurkan hasrat seksualnya. 
e) Kontrol dan pengawasan terhadap anak yang sangat kurang baik dalam 
bermain dirumah, diluar rumah atau di sekolah. 
f) Penggunaan media televisi, internet dan buku yang tidak terkontrol dan 
berlebihan khususnya yang menampilkan beberapa tayangan, gambar dan 
akses yang yang tidak boleh dilihat oleh anak-anak. 
g) Pola dan bentuk permaian yang mempengaruhi untuk berperilaku 
menyimpang. 
h) Pendidikan seksualitas yang tidak tepat. 
i) Pengaruh lingkungan yaitu berada ditengah-tengah kehidupan yang serba 
bebas, baik dalam berperilaku, bergaul, dan berpakaian. 
j) Kurangnya pendidikan moral dan agama.32 
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Menurut Sarlito Wirawan tindakan abnormal (perilaku penyimpangan seksual 
dan perilaku penyimpangan etika seksual) itu dibagi menjadi 2, yaitu: 
a) Perilaku penyimpangan seksual karena kelainan pada obyek 
Pada penyimpangan ini didorong seksual yang dijadikan sasaran pemuasan 
lain dari biasanya. Pada manusia normal objek tingkah laku seksual ialah pasangan 
dari lawan jenisnya, tetapi pada penderita pelaku penyimpanan seksual objeknya bisa 
berupa orang dari jenis kelamin berbeda, melakukan hubungan seksual obyeknya bisa 
berupa orang dari jenis kelamin berbeda, melakukan hubungan seks dengan hewan 
(betiality), dengan mayat (necrophilia), sodomi, oral sexual, homoseksual, lesbianis, 
dan pedophilia. 
b) Perilaku penyimpangan etika seksual karena kelainan pada caranya. 
Pada penyimpangan ini dorongan seksual yang dijadikan sasaran pemuasan 
seksual tetap lawan jenis, tetapi caranya bertentangan dengan norma-norma susila dan 
etika. Yang termasuk perilaku penyimpangan etika seksual jenis ini ialah perzinaan, 




Pelaku pencabulan anak-anak di bawah umur yang dapat juga disebut dengan 
child molester, dapat digolongkan ke dalam 5 kategori : 
a) Immature : para pelaku melakukan pencabulan disebabkan oleh 
ketidakmampuan mengidentifikasi diri mereka dengan peran seksual sebagai 
orang dewasa. 
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b) Frustated : para pelaku melakukan kejahatannya (pencabulan) sebagai reaksi 
melawan frustasi seksual yang sifatnya emosional terhadap orang dewasa. 
Sering terjadi mereka beralih kepada anak-anak mereka sendiri (incest) ketika 
merasa tidak seimbang dengan istrinya. 
c) Sochiopathic : para pelaku pencabulan yang melakukan perbuatannya dengan 
orang yang sama sekali asing baginya, suatu tindakan yang keluar dari 
kecenderungan agresif yang terkadang muncul. 
d) Pathological : para pelaku pencabulan yang tidak mampu mengontrol 
dorongan seksual sebagai hasil psikosis, lemah mental, kelemahan organ 
tubuh atau kemerosotan sebelum waktunya (premature senile deteriorarion). 
e) Miscellaneous : yang tidak termasuk semua kategori tersebut diatas.34 
 Tindak pidana kesusilaan mengenai perbuatan cabul dirumuskan dalam Pasal : 
289, 290, 292, 293, 294, 295 dan 296 KUHP. Yang semuanya merupakan kejahatan.  
a. Pasal 289, mengenai perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan; 
b. Pasal 290, mengenai kejahatan perbuatan cabul pada orang pingsan atau tidak 
berdaya, umurnya belum 15 tahun dan lain-lain; 
c. Pasal 292, mengenai perbuatan cabul sesama kelamin (homo seksual); 
d. Pasal 293, mengenai menggerakkan orang yang belum dewasa untuk 
melakukan atau dilakukan perbuatan cabul; 
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e. Pasal 294, mengenai perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak di 
bawah pengawasannya yang belum dewasa, dan lai-lain; 
f. Pasal 295, mengenai memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak 
tirinya, anak angkatnya yang belum dewasa, dan lain-lain; 
g. Pasal 296, mengenai memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan 
orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan;
35
 
Lebih khusus diatur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terdapat dalam Pasal 82 yang 
menyatakan bahwa : 
(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan 
orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun 
dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 
(tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta 
rupiah). 
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka 
pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1).
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Undang –Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mulai efektif berlaku 
pertanggal 18 Oktober 2014 banyak mengalami perubahan paradigma hukum, 
diantaranya memberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada negara, pemerintah, 
pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua wali dalam hal 
penyelenggaraan perlindungan terhadap anak, serta dinaikkannya ketentuan pidana 
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minimal bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur, serta 
diperkenalkannya sistem hukum baru yakni adanya hak restitusi.
37
 
Sedangkan dalam hukum Islam bagi pelaku pencabulan anak, maka 
kepadanya dapat dikenakan ḥad  zina, namun hukumnya hanya kepada pelaku, 
sedangkan korban tidak dikenakan. Berbeda dengan perzinaan yang dilakukan atas 
dasar suka sama suka sehingga yang terkena hukuman adalah keduanya, pria dan 
wanitanya. Sayyid Sabiq sebagaimana yang telah dikutip oleh Nurwahidah, Sayyid 
menyatakan bahwa untuk pelecehan seksual dalam bentuk sodomi, maka pelaku juga 
dapat dikenakan hukuman, sedangkan anak-anak sebagai korban tidak terkena 
hukuman. Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai hukuman terhadap pelaku 
sodomi, yaitu: 
a. Bahwa pelakunya harus dibunuh secara mutlak; 
b. Bahwa pelakunya harus dikenakan ḥad  sebagaimana ḥad  zina, jika masih 
perjaka maka di dera dan jika muhsan maka dirajam sampai mati; 
c. Pelakunya harus diberi sanksi di luar ḥad  zina, sebab homoseks berbeda 
dengan zina antara pria dengan wanita.
38
 
Berdasarkan pemaparan di atas menurut penulis, jelas dari segi sanksi pidana 
dalam hukum Islam lebih berat hukumannya dibandingkan dengan hukum positif, 
hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dalam hukum 
Islam sanksi bagi pelakunya jelas, tegas, dan efektif.   
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A. Jenis dan Lokasi Penelitian
1. Jenis penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian field research kualitatif1, yaitu
jenis penelitian yang menggambarkan secara kualitatif mengenai objek yang
dibicarakan sesuai kenyataan yang terdapat dalam masyarakat.2 Penelitian ini,
menggambarkan tentang bentuk pembinaan narapidana pelaku pencabulan terhadap
anak di bawah umur serta faktor penghambat proses pembinaan terhadap narapidana
pelaku pencabulan anak di bawah umur.
2. Lokasi penelitian
Penelitian ini memilih lokasi pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B
Kabupaten Sinjai, dengan argumentasi bahwa pemilihan lokasi tersebut memenuhi
persyaratan sebagai lokasi penelitian untuk memperoleh data, informasi dan dokumen
yang dibutuhkan.
B. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan beberapa jenis pendekatan, yaitu :
a) Pendekatan Yuridis Normatif yaitu suatu pendekatan dengan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku yang tentunya terkait dalam
pembahasan pembinaan narapidana pelaku pencabulan anak.
1Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah:
Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian (Makassar: Alauddin Press, 2013), h. 17.
2Soerjono Soekanto, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: UII Pres,1984), h. 10.
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b) Pendekatan Syar’i adalah pendekatan dengan menggunakan ilmu syari’ah
terkhusus fiqih Islam yang terkait dengan masalah pembinaan narapidana
pelaku pencabulan anak yang dapat dijadikan sebagai acuan pembahasan.
C. Sumber Data
Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan yaitu di Rumah
Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten Sinjai dengan metode pengumpulan data
primer dan sekunder.
a. Sumber data primer
Data primer merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian
secara langsung di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten Sinjai dengan cara-
cara seperti wawancara dengan informan, baik dari Petugas Rutan maupun dari
narapidana pelaku pencabulan anak di bawah umur. Untuk sumber data primer ini
jumlahnya 8 orang informan. Dari 8 orang tersebut terdiri dari :
a) Kepala Rutan : 1 orang
b) Petugas Pembina : 1 orang
c) Imam masjid Rutan : 1 orang
d) Narapidana pelaku pencabulan anak : 5 orang
b. Sumber data sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui library research atau
penelitian kepustakaan, dengan ini penulis berusaha menelusuri dan mengumpulkan
bahan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan publikasi lainnya.
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Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan di Rumah Tahanan Negara Kelas II
B Sinjai dengan kegiatan pengumpulan data primer dan data sekunder.
a) Data Pustaka, yaitu data yang diperoleh melalui library research atau
penelitian kepustakaan, dengan ini penulis berusaha menelusuri dan
mengumpulkan bahan tersebut dari buku-buku, peraturan perundang-
undangan dan publikasi lainnya yang dipandang ada kaitannya dengan
obyek penelitian yang dijadikan pembahasan. Library research adalah
berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan dari buku-buku peraturan
perundang-undangan dan publikasi lainnya.
b) Data Lapangan, yaitu data yang diperoleh dari penelitian secara langsung
di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sinjai dengan cara-cara seperti
interview, baik dari petugas pemasyarakatan maupun dari narapidana
pelaku pencabulan anak di bawah umur.
D. Metode Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi,
wawancara, dan dokumentasi.
a) Observasi adalah suatu proses yang kompeks, suatu yang tersusun dari
berbagai proses biologis dan psikologis melalui pengamatan dengan
menggunakan panca indera.3
3Sutrisno Hadi, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986), h. 172.
45
b) Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide
melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu
topik tertentu.4
c) Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat
dokumen-dokumen yang ada di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sinjai,
seperti tulisan yang berupa peraturan serta gambar atau foto sebagai
pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam
penelitian kualitatif.
E. Instrumen Penelitian
Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran dan pengamatan,
maka harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian dinamakan instrumen
penelitian. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang mengukur fenomena alam
maupun sosial yang diamati. Peneliti sendiri sebagai instrumen dalam penelitian
kualitatif. Adapun alat-alat penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan
penelitian ini adalah sebagai berikut :
a) Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan
wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informan yang berupa
daftar pertanyaan.
b) Buku catatan dan alat tulis berfungsi untuk mencatat semua percakapan
dengan sumber data yang dianggap penting.
4Esterbg, Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Yogyakarta: Bumi Aksara,2002),
h. 97.
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c) Kamera berfungsi untuk memotret jika peneliti sedang melakukan
pembicaraan dengan informan, dengan adanya foto dan rekaman ini maka
dapat meningkatkan keabsahan akan lebih terjamin.
d) Handphone berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan
dengan informan
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Dalam penelitian ini menggunakan metode pengolahan dan analisis data
dengan cara deskriptif kualitatif yaitu membandingkan data primer dengan data
sekunder, lalu diklarifikasikan kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis
sehingga diperoleh suatu pengetahuan. Langkah- langkah analisis data sebagai
berikut :
1) Mengorganisasi data, baik data yang diperoleh dari rekaman maupun data
tertulis.
2) Proses data dengan cara memilah-milah data, sebagai berikut :
a. Koding Data adalah penyesuaian data yang diperoleh dalam penelitian,
kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pangkal bahasan
masalah dengan cara memberi kode-kode tertentu pada data tersebut.
b. Editing Data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan
untuk mengetahui relevasi dan kesahihan data yang akan dideskripsikan
dalam menemukan jawaban permasalahan.





HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sinjai merupakan Unit Pelaksana Teknis 
(UPT) yang kedudukannya berada di bawah naungan Departemen Hukum dan Hak 
Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Sulawesi Selatan. Rutan ini terletak di jalan Teuku 
Umar no. 3, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Letak 
geografis Rutan Kelas II B Sinjai mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut: 
sebelah utara kantor ini berbatasan dengan jalan Basuki Rahmat, sebelah timur 
berbatasan dengan jalan Wolter Monginsidi, sebelah selatan berbatasan dengan SMP 
Negeri 2 Sinjai Utara dan sebelah barat berbatasan dengan jalan Persatuan Raya. 
Bangunan Rutan Kelas II B Sinjai meliputi halaman depan, bangunan utama, 
halaman dalam, dan pos jaga di setiap sudut bangunan yang dibatasi tembok keliling. 
Bangunan utama terdiri atas portir, ruang perkantoran, ruang dharma wanita, ruang 
rapat, ruang sidang TPP, ruang konseling, koperasi, gudang dan terdapat masing-
masing tiga ruang sel di sudut kanan dan kiri bangunan utama. Setelah melewati 
portir, terdapat ruang jaga, gudang senjata, ruang kunjungan atau ruang besuk, dan 
taman. Memasuki halaman dalam tepatnya di bagian tengah terdapat sarana olahraga 
seperti lapangan bulu tangkis, lapangan volley, lapangan takraw, lapangan tennis, 
lapangan upacara dan masjid. Kamar hunian terdiri atas dua blok, yaitu blok pertama 
terdapat di sebelah utara halaman dalam dan blok kedua terdapat di sebelah timur 
halaman dalam dengan jumlah kamar sebanyak 23 kamar. Selain itu, sebelah timur 
halaman dalam terdapat pula ruang pendidikan, ruang poliklinik dan gudang, 
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sedangkan di sebelah barat halaman dalam terdapat ruang dapur, gudang beras, ruang 
aula, dan dua ruang bimbingan kerja.  
Adapun Visi badan hukum ini adalah menjadikan institusinya sebagai tempat 
akhir eksekusi dimana masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum. Misinya 
adalah melaksanakan pelayanan tahanan dalam kerangka melindungi Hak Asasi 
Manusia. Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sinjai juga difungsikan seperti fungsi 
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) karena penghuni rutan ini tidak hanya menampung 
para tahanan yang berstatus tersangka atau terdakwa, tetapi juga oleh narapidana atau 
Warga Binaan Pemasyarakatan karena tidak adanya Lembaga Pemasyarakatan di 
Kabupaten Sinjai. 
Struktur organisasi Rutan Kelas II B Sinjai menjelaskan bahwa adanya 
pekerjaan yang struktural (tersusun) yang telah ditetapkan kepada satu kepala yang 
mempunyai beberapa anggota dalam pelaksanaannya. Rutan Kelas II B Sinjai 
dipimpin oleh Kepala Rutan Bapak Akbar Amnur,A.Md.IP.SH.M.Si. yang bertugas 
dan bertanggung jawab terhadap seluruh proses pembinaan baik dari segi pendidikan 
dan pengajaran serta segala yang terjadi di dalam Rutan Kelas II B Sinjai. Dalam 
melaksanakan tugasnya, Kepala Rutan dibantu oleh kepala-kepala bagian yang dibagi 
dalam beberapa bagian seperti Kepala Bagian Satuan Pengamanan, Kepala Sub Seksi 
Pengelolaan dan Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan. Struktur Organisasi dan Tata 





















Peneliti hanya akan membahas tugas pokok dan fungsi unit kerja seksi 
pelayanan tahanan. Unit kerja seksi pelayanan tahanan adalah salah satu unit kerja di 
Rutan yang bersinggungan langsung dengan petugas pembina narapidana. Unit kerja 
ini terdiri dari tiga sub seksi diantaranya Sub Seksi Registrasi Dan Bimbingan 
Kemasyarakatan yang salah satu tugas pokoknya melakukan pendataan tahanan dan 
narapidana ke dalam buku register dan memasukkannya ke dalam data komputerisasi, 









































KA RUPAM II KA RUPAM III KA RUPAM IV 
Anggota KPR Anggota KPR Anggota KPR 
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Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan yang memberikan bimbingan dan penyuluhan 
serta kegiatan pendidikan, serta Sub Seksi Bimbingan Kerja yang mengiventarisasi 
keterampilan warga binaan dan melakukan pengajaran, pelatihan dan pembinaan, 
memberikan bimbingan petunjuk kerja dan latihan kerja, mengadakan kerjasama 
dengan badan diklat daerah guna peningkatan keterampilan bagi warga binaan, serta 
mengadakan alat-alat dan sarana pendidikan bagi warga binaan pemasyarakatan.  
 Menurut Akbar Amnur,A.Md.IP.,SH.,M,Si selaku Kepala Rutan Kelas II B 
Sinjai saat ditemui di kantornya pada tanggal 9 Mei 2017 pada pukul 10.00 Wita 
menyatakan bahwa jumlah total tahanan dan narapidana (napi) yang menghuni Rutan 
tersebut adalah sebanyak 133(seratus tiga puluh tiga). Kapasitas yang sebenarnya 










                                                          
1
Akbar Amnur, Kepala Rutan Kelas II B Kabupaten Sinjai, Wawancara, Sinjai, 9 Mei 2017. 
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Berikut jumlah tahanan dan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B 
Kabupaten Sinjai: 
 
Berdasarkan data di atas, yang termasuk kelompok jenis narapidana sebanyak 
100 orang (7,51%) dan tahanan sebanyak 33 orang (2,49%). Rutan Kelas II B Sinjai 
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yaitu narapidana anak, narapidana pemuda, dan narapidana dewasa. Narapidana anak 
telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun 
dan narapidana pemuda berumur 18 (delapan belas) tahun hingga 22 (dua puluh dua) 
tahun, serta narapidana dewasa berumur minimal 23 (dua puluh tiga) tahun. Dari data 
tersebut terdapat 15 (lima belas) orang narapidana dan tahanan, yaitu 4(empat) orang 
tahanan dan 11 (sebelas) orang narapidana pelaku tindak pidana pencabulan anak di 
bawah umur.  
Jumlah ini kian meningkat sejak tahun 2015, tingginya jumlah pelaku tindak 
pidana pencabulan anak di bawah umur di Sinjai sudah sangat meprihatinkan dan 
rata-rata pelaku pencabulan ini sebagian besar berusia 40 tahun ke atas dan 
korbannya mayoritas kerabat terdekat korban bahkan orang tua atau wali dari korban 
tersebut. Sebab itu, harus ada gerakan dari pemerintah dan khususnya peranan Rumah 
Tahanan Negara (RUTAN) sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman 
yang merupakan tempat untuk mecapai tujuan tesebut melalui pendidikan, 
rehabilitasi, dan reintegrasi. Oleh karena itu dibutuhkan pembinaan yang tepat serta 
intensif agar setelah keluar dari Rutan narapidana ini menyadari perbuatannya serta 
tidak mengulangi perbuatannya lagi.  
 
B. Bentuk Pembinaan Terhadap Narapidana Pelaku Pencabulan Anak di Bawah 
Umur di Rutan Kelas II B Sinjai 
 
Pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten 
Sinjai pada dasarnya masih mengacu pada Undang-Undang No. 12 tahun 1995 
tentang pemasyarakatan, namun belum sepenuhnya terlaksana secara maksimal.  
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Hal ini di ungkapkan berdasarkan wawancara hasil wawancara Peneliti 
dengan  Kepala Rutan Sinjai Bapak Akbar Amnur,A.Md.IP.SH.M.Si. saat ditemui di 
kantornya pada tanggal 9 Mei 2017 : 
“ Pembinaan terhadap narapidana di Rutan Kelas II B Sinjai masih jauh dari 
ketentuan, tetapi kami terus berinovasi untuk berusaha melakukan yang 
terbaik untuk mereka. Saat ini di Rutan Kelas II B Sinjai belum ada treatment 
khusus bagi narapidana pelaku pencabulan anak di bawah umur, akan tetapi 
kami telah berupaya melakukan berbagai program pembinaan, diantaranya 
saat ini kami bekerjasama dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak 
yang ada di Kabupaten Sinjai untuk melakukan cegah tindak terhadap itu serta 
memberdayakan korban yang ada disini dan di masyarakat, kemudian 
memberdayakan pelakunya serta memaksimalkan energi positif. Kami telah 
merancang kesepakatan tentang PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga). 
Jadi secara khusus belum ada akan tetapi secara umum kita coba sentuh 
dengan pendekatan mental spiritual dan secara spesifik kami coba menggali 
potensi mereka mengenai penyebab mereka melakukan hal tersebut sehingga 
kami meminimalisir dengan memberikan sentuhan- sentuhan spiritual. Dan 
alhamdulillah pelaksanaannya sampai saat ini pelaku-pelaku pencabulan anak 
tersebut saya pikir pada prinsip semua kembali kepada yang bersangkutan, 
upaya telah kami lakukan dan kerjasama telah kami lakukan.”2 
Lebih lanjut Bapak Wajidi Hasbi,S.H selaku petugas pembina saat ditemui di 
kantornya pada tanggal 9 Mei 2017, adapun jenis pembinaan narapidana pelaku 
pencabulan anak tidaklah berbeda dengan pembinaan para narapidana pada umumnya 
di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten Sinjai dilaksanakan dalam bentuk 
pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian meliputi 
kegiatan sebagai berikut :
3
 
a) Pembinaan Intetektual dan Wawasan Kebangsaan.  
Pembinaan ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga 
binaan menjadi semakin meningkat, sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan 
                                                          
2
Akbar Amnur, Kepala Rutan Kelas II B Kabupaten Sinjai, Wawancara, Sinjai, 9 Mei 2017. 
3




positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan Intelektual merupakan 
suatu pembinaan yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan 
mengembangkan fungsi intelektual narapidana. Kegiatan yang dilakukan antara lain 
penyuluhan hukum dan berbagai kegiatan penyuluhan lain.  
Pembinaan kesadaran wawasan kebangsaan ini bertujuan untuk membina 
kesadaran berbangsa dan bernegara narapidana, agar menjadi warga negara yang 
baik, yang berbakti bagi bangsa dan negaranya, serta melatih kesadaran dan wawasan 
narapidana. Program ini dijalani oleh narapidana setelah narapidana menjalani 
program manepaling atau setelah narapidana menjalani 1/3-1/2 masa pidana, yang 
dimaksudkan untuk membina mental dan ikut melaksanakan upacara hari-hari besar 
nasional. Seperti yang diungkapkan oleh narapidana Firman Amir salah satu 
narapidana pencabulan anak di bawah umur :  
“ Saya dikumpulkan dengan narapidana yang lain di ruang kelas, seminggu 2 
(dua) kali yaitu hari Senin dan Kamis, diberi pelajaran tentang Pancasila dan 
Kewarganegaraan dan hukum oleh petugas Rutan, kadang juga ada dari 
petugas lain seperti dari DIKNAS dan juga mengikuti upacara bersama di 
lapangan pada hari-hari besar Nasional.”4 
b) Pembinaan kesadaran beragama. 
Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi 
pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari 
perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah. Pembinaan 
keagamaan ini salah satu poin yang terpenting dalam proses pembinaan narapidana 
khususnya bagi narapidana pelaku pencabulan anak di bawah umur agar tidak 
mengulangi kesalahannya dan menyadari apa yang telah mereka perbuat itu salah. 
                                                          
4
Firman Amir, Narapidana pelaku pencabulan anak dibawah umur Rutan Kelas II B 
Kabupaten Sinjai, Wawancara, Sinjai, 10 Mei 2017. 
55 
 
Dasar atau landasan pembinaan keagamaan telah dijelaskan dalam ajaran-
ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits. Dalam Firman Allah swt. 
QS Āli‘Imrān/3:104 : 















“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 
kebajikan, menyuruh kepada yang ma´ruf dan mencegah dari yang munkar; 
merekalah orang-orang yang beruntung.”5 
Dari ayat di atas, dijelaskan bahwa Allah swt. memerintahkan orang yang 
beriman untuk menempuh jalan yang berbeda, yaitu menempuh jalan yang luas dan 
lurus serta mengajak orang lain menempuh jalan kebajikan dan makruf.
6
 Hal ini dapat 
dilihat dari pemberiaan pembinaan kesadaran beragama yang hampir setiap hari 
diberikan. Pembinaan kesadaran beragama juga mempunyai pengaruh yang sangat 
cukup besar dalam merubah perilaku para narapidana pelaku pencabulan anak.  
 Sedangkan dalam Hadits yang diriwayatkan oleh `Abdillah bin `Āmr 
disebutkan: 
 َع ْن  َع ْب ِد َِللإ  ْب ُن  َْع َر  َو َق َلا:  َاق َل  َر ُس ْو ُل  َِللإ  َص َّلّ َُللإ   َع َل ْي ِو  َو َس َّل َ ب : ِّل ُغ ْو َع إ ْ ِّن  َو َل ْو   أ َ ي  ة )ىذمترلإ هإور( 
Artinya: 
“Dari Abdillah bin `Āmr Rasulullah saw bersabda: Sampaikanlah ajaranku 
kepada orang lain, walaupun hanya satu ayat”7 
                                                          
5
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: CV. Aneka Ilmu,2013), h. 
79. 
6
M. Quraish Shihab, Tafsȋr al-Mishbâh, h. 208. 
7
Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Dahhak al-Tirmizi, Sunan al-Tirmizi, Juz IV, 
(Beirut: Dar al-Garb al-Islami, 1998M ), h. 337. 
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Dari hasil wawancara dengan narapidana Sina bin Tarai salah satu narapidana 
pelaku pencabulan terhadap anak kandungnya: 
“Disini saya diajarkan pengajian, bimbingan sholat dan doa, sholat berjamaah, 
TPQ, dialog agama, dan kegiatan khusus di Bulan Ramadhan. Sebelum masuk 
di Rutan saya sama sekali tidak tahu membaca Al-Quran tapi disini saya di 
ajarkan sedikit demi sedikit dan Alhamdulillah sekarang saya sudah sedikit 
bisa membaca Al-Qur’an.”8 
c) Pembinaan jasmani (olahraga)  
Pembinaan ini bertujuan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran narapidana 
sekaligus mengasah bakat-bakat yang dimiliki oleh para narapidana, pembinaan ini 
dilaksanakan pada tahap pembinaan I. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain : 
senam pagi, bola volly, bulu tangkis, tenis meja dan basket. Seperti yang 
diungkapkan oleh narapidana Firman Amir salah satu narapidana pelaku pencabulan 
anak: 
“ Pembinaan jasmani atau olahraga, ada senam pagi yang diikuti oleh semua 
narapidana, untuk olahraga pilihan ada Bola volly, Tenis meja Bulutangkis, 
Sepak takraw, kadang petugas Rutan ikut juga bermain bersama-bersama.”9 
d) Pembinaan Kesadaran Hukum 
Pembinaan kesadaran hukum bagi warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan 
dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai 
kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat mereka 
menyadari hak serta kewajiban mereka dalam rangka turut menegakkan hukum dan 
keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, 
                                                          
8
Sina Bin Tarai, Narapidana pelaku pencabulan anak dibawah umur Rutan Kelas II B 
Kabupaten Sinjai, Wawancara, Sinjai, 10 Mei 2017. 
9
Firman Amir, Narapidana pelaku pencabulan anak dibawah umur Rutan Kelas II B 
Kabupaten Sinjai, Wawancara, Sinjai, 10 Mei 2017. 
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ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga negara 
Indonesia yang taat pada hukum.  
Dalam ajaran agama Islam pun dijelaskan dalam QS Al-‘Aṣr/103:1-3 : 
      
       
   
  
    
Terjemahnya : 
“ Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali 
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat 
menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya 
menetapi kesabaran.”10 
Ayat di atas menjelaskan bahwa iman, amal saleh, dan ilmu pun masih belum 
memadai. Oleh sebab itu, kita pun perlu menerima nasihat agar tabah, sabar, sambil 
terus bertahan bahkan meningkatkan iman, amal, serta pengetahuan.
11
 
Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Rutan Kabupaten 
Sinjai Bapak Akbar Amnur,A.Md.IP.SH.M.Si. 
“ Untuk merubah konsep penjeraan bahwa sejatinya mereka melakukan 
pelanggaran karena ada peran serta masyarakat di dalamnya. Oleh karena itu, 
sekali-kali kami melakukan KADARKUM (Kesadaran Hukum) serta 
menghadirkan narapidana di tengah-tengah masyarakat.”12 
                                                          
10
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: CV. Aneka Ilmu,2013), h. 
913. 
11
M. Quraish Shihab, Tafsȋr al-Mishbâh, h. 595. 
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e) Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.  
Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial 
kemasyarakatan, yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah diterima 
kembali oleh masyarakat di lingkungannya.  
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Rutan Kabupaten Sinjai Bapak 
Akbar Amnur,A.Md.IP.SH.M.Si, bahwa konsep pemasyarakatan yang sekarang lebih 
mengedepankan community development (pemberdayaan masyarakat) jadi semua 
yang dilakukan harus sinegri antara pembina, petugas, warga binaan maupun 
masyarakat. Keterlibatan antara masyarakat dengan narapidana sendiri, misalnya 
keterlibatan mereka melakukan bakti sosial, kerja bakti, beribadah bersama, olahraga 
bersama dan menghadiri kegiatan upacara-upacara di Pemerintahan Kabupaten. 
Selanjutnya beliau menambahkan bahwa tidak hanya itu masyarakat dari luarpun 
dapat melihat secara langsung bahwa di Rutan Kelas II B Sinjai ini terdapat suatu 
komunitas kecil yang harus diperhatian. Sedangkan pembinaan kemandirian yang 
meliputi: 
a) Keterampilan Pertukangan dan Pengelasan  
Narapidana di Rutan Kelas II B Sinjai diberikan bekal pengetahuan di bidang 
pertukangan dan pengelasan dengan maksud agar kelak mereka sudah siap untuk 
terjun di tengah-tengah masyarakat, atau dapat pula digunakan sebagai bekal apabila 
mereka tidak memiliki pekerjaan lain setelah mereka keluar dari Rutan tersebut. 
Pendidikan keterampilan pertukangan dan pengelasan bagi narapidana laki- laki 
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dilaksanakan setiap hari senin, rabu dan kamis. Untuk menunjang keterampilan 
pertukangan, Rutan ini juga telah mempunyai ruangan khusus beserta alat-alatnya. 
Kegiatan pertukangan dan pengelasan meliputi pembuatan ranjang, kursi, meja, 
lemari, dan kerangka spring bed. Para narapidana yang telah mengikuti kegiatan ini 
mengaku sangat senang, selain mereka dapat mengisi waktu luang dan menyalurkan 
bakatnya, mereka juga mendapat premi dari hasil penjualan karya mereka. 
b) Keterampilan Membuat Bingkai Foto  
Pendidikan keterampilan membuat bingkai foto ini dilakukan oleh para 
narapidana. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Syamsuddin salah satu 
narapidana pelaku pencabulan anak: 
“ Kami disini diajarkan membuat kerajinan seperti bingkai foto, tempat tissu, 
dan kerajinan lainnya yang terbuat dari koran bekas. Baru-baru ini Rutan 
Kelas II B Sinjai menjuarai pameran daur ulang sampah yang diadakan oleh 
Pemda Kabupaten Sinjai.”13  
c) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing. 
Dalam hal ini baik kegiatan pertanian, peternakan, dan perkebunan. Hal ini 
sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kepala Rutan Sinjai Bapak Akbar 
Amnur,A.Md.IP.SH.M.Si, bahwa kami menyalurkan semua bakat dan potensi yang 
dimiliki masing-masing narapidana dalam hal yang memang bisa kita lakukan. 
Misalnya: kegiatan pertanian, peternakan, dan perkebunan. Tentunya baik yang 
dilakukan secara mandiri maupun kerjasama dengan pihak lain. 
Hal ini diungkapkan pula oleh Basri bin Raufung, salah satu narapidana 
pelaku pencabulan anak di bawah umur, mengatakan bahwa : 
                                                          
13
Syamsuddin, Narapidana pelaku pencabulan anak dibawah umur Rutan Kelas II B 
Kabupaten Sinjai, Wawancara, Sinjai, 10 Mei 2017. 
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“ Karena profesi saya dulunya buruh bangunan, yang saya lakukan saat ini 
membantu proses pembangunan warkop yang nantinya akan digunakan 
sebagai usaha kecil-kecilan bagi narapidana.”14 
Untuk meningkatkan kualitas pembinaan yang diberikan kepada para 
Narapidana, pihak Rutan juga mengadakan kerjasama dengan pihak luar. Hal ini 
sesuai dengan UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 9 ayat 1 dan 2: 
Ayat (1) “ Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan 
Warga Binaan Pemasyarakatan, Menteri dapat mengadakan kerjasama dengan 
instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau 
perorangan yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem 
pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.” 
Ayat  (2) “ Ketentuan mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”15 
Jadi, menurut Peneliti dari keseluruhan proses pembinaan yang paling 
terpenting dilakukan adalah pembinaan yang berkisar tentang aqidah atau keimanan, 
keislaman atau syari’ah dan materi akhlak atau budi pekerti bagi para narapidana 
khususnya bagi narapidana pelaku pencabulan anak di bawah umur, karena rata-rata 
mereka pelaku melakukan hal ini karena kurangnya keimanan mereka. 
 
C. Faktor-faktor Penghambat Proses Pembinaan Terhadap Narapidana Pelaku 
Pencabulan Anak Di Bawah Umur  
 
Dalam hal proses pembinaan narapidana ini tentunya petugas dan pembina 
mendapatkan berbagai hambatan-hambatan diantaranya pembinaan kepribadian dan 
pembinaan kemandirian terhadap warga binaan, pihak rutan memiliki hambatan- 
                                                          
14
Basri bin Raufung, Narapidana pelaku pencabulan anak dibawah umur Rutan Kelas II B 
Kabupaten Sinjai, Wawancara, Sinjai, 10 Mei 2017. 
15
Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 
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hambatan baik dari internal maupun eksternal Rutan itu sendiri, sehingga peran 
Rumah Tahanan Negara Kabupaten Sinjai tidak dapat berperan secara maksimal.  
Melalui wawancara yang dilakukan oleh penyusun dengan Kepala Rutan 
Sinjai Akbar Amnur, A. Md.IP., SH., M.Si mengatakan bahwa : 
“ Intinya orang yang melakukan tindak pidana pencabulan anak itu karena 
lemahnya iman dalam pendidikan agama serta faktor sosial dan teknologi. 
Maka dari itu menjadi pelajaran besar bagi pemerintah bagaimana untuk 
mencegah serangan-serangan teknologi yang kian hari semakin maju serta 
peran keluarga harus berperan aktif agar keluarganya tidak terjerumus 
kedalam hal-hal yang tidak diinginkan, seperti melakukan tindak pidana 
pencabulan dan yang menjadi penghambat dalam proses pembinaan ini ialah : 
Pertama, anggaran atau dana yang dikelola pihak Rutan sendiri masih kurang, 
Kedua, kurangnya tenaga SDM petugas yang memiliki keahlian, dan yang 
terakhir yang menjadi peghambat yakni masyarakat salah satunya bagaimana 
masyarakat bisa menerima kembali para pelaku tersebut karena ada saatnya 
kami melaksanakan mengintegrasikan mereka dengan masyarakat, kita 
keluarka mereka untuk kembali dan beraktivitas di masyarakat, seperti saat ini 
yang akan kami laksanakan yaitu kunjungan keluarga di hari libur. 
Memberikan kesempatan kembali kepada mereka untuk memperbaiki dirinya 
dari kesalahan yang lalu.”16 
Hal serupa diungkapkan pula oleh Bapak Wajidi Hasbi, S.H selaku petugas 
pembina Rutan Kabupaten Sinjai, mengatakan bahwa: 
“ Yang jadi penghambat pihak Rutan dalam pembinaan kepribadian bagi 
warga binaan adalah kurangnya tenaga pegawai serta kurangnya SDM petugas 
yang memiliki keahlian di bidang agama maupun bidang lainnya. Oleh karena 
itu untuk membina narapidana dalam segi pengajaran baca dan tulis Al-
Qur’an yang kami lakukan yaitu pertama kami mencari beberapa narapidana 
yang memang sudah mampu membaca Al-Qur’an, kemudian mereka 
mengajarkan kepada narapidana lainnya yang sama sekali tidak mampu 
membaca maupun menulis Al-Qur’an, sekiranya 1(satu) narapidana mengajar 
15 (lima belas) narapidana lainnya yang tidak mampu membaca ataupun 
menulis Al-Qur’an. Saat hari ulang tahun pemasyarakatan Rutan Kelas II B 
                                                          
16
Akbar Amnur, Kepala Rutan Kelas II B Kabupaten Sinjai, Wawancara, Sinjai, 9 Mei 2017. 
62 
 
Sinjai juga mengadakan kegiatan khataman Al-Quran yang dilaksanakan oleh 
seluruh Lapas maupun Rutan se-Indonesia ”17 
Sedangkan menurut Bapak Ishak Amin, selaku imam masjid Rutan Kabupaten 
Sinjai, mengatakan bahwa: 
“ Masih kurangnya motivasi warga binaan terhadap nilai-nilai keagamaan, hal 
ini terjadi karena mereka merasa bahwa mereka ini orang jahat, sehingga 
tekanan batin ada di benak mereka”18 
Selanjutnya, dalam wawancara Peneliti dengan beberapa narapidana pelaku 
pencabulan anak di bawah umur mengenai faktor-faktor yang menjadi peghambat 
dalam proses pembinaan yang dilakukan Rutan Kabupaten Sinjai antata lain: 
Berdasarkan wawancara dengan Ardiansyah Wiranata, salah satu narapidana 
pelaku pencabulan anak di bawah umur, mengatakan bahwa; 
“ Menurut saya, Kami selaku warga binaan memiliki jiwa dan karakter yang 
berbeda-berbeda, sehingga apa yang di berikan pihak rutan baik pencerahan-
pencerah tentang agama atau pembinaan karakter tidak sepenuhnya terserap di 
dalam jiwa, dalam hal ini minimnya waktu kami mendapatkan pembinaan 
tersebut.”19 
Dari hasil wawancara dengan Firman Amir, salah satu narapidana pelaku 
pencabulan anak, mengatakan bahwa; 
“ Dalam hal ini pihak Rutan harus lebih berperan dalam artian, para pegawai 
kurang dekat secara emosional, sehingga ada diantara kami merasa sungkar 
untuk memahami apa yang diberikan oleh pihak rutan.”20 
                                                          
17
Wajidi Hasbi, Pembina Rutan Kelas II B Kabupaten Sinjai, Wawancara, Sinjai, 9 Mei 2017. 
18
Ishak Amin, Imam Masjid Rutan Kelas II B Kabupaten Sinjai, Wawancara, Sinjai, 9 Mei 
2017. 
19
Ardiansyah Wiranata, Narapidana pelaku pencabulan anak dibawah umur Rutan Kelas II B 
Kabupaten Sinjai, Wawancara, Sinjai, 10 Mei 2017. 
20
Firman Amir, Narapidana pelaku pencabulan anak dibawah umur Rutan Kelas II B 
Kabupaten Sinjai, Wawancara, Sinjai, 10 Mei 2017. 
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Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti, Peneliti menyimpulkan 
bahwa yang menjadi penghambat Rumah Tahanan Negara Kabupaten Sinjai dalam 
pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian bagi narapidana, antara lain: 
1. Petugas  
Dalam pembinaan, petugas mempunyai peran yang sangat penting. Hal yang 
menjadi dasar yang dapat mempengaruhi pola perilaku dan bertindak para petugas 
tentunya berupa tingkat pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan sistem 
pemasyarakatan itu sendiri. Sehingga petugas dituntut untuk dapat mengerti tentang 
persoalan-persoalan yang timbul demi lancarnya proses pembinaan tersebut. Selain 
itu, antara petugas dan narapidana mesti terjalin komukasi yang baik sehingga lebih 
mudah untuk membina serta mengajarkan berbagai hal positif kepada narapidana itu 
sendiri. 
2. Kurangnya anggaran atau dana 
Dana merupakan faktor utama yang menunjang untuk pelaksanaan pembinaan 
narapidana dalam pelaksanaannya maka dibutuhkan peralatan dan bahan-bahan. 
Sebab program pembinaan tidak hanya 1(satu) macam saja melainkan banyak 
macamnya sesuai dengan bidang minat maupun pekerjaan atau keterampilan yang 
mungkin diperlukan untuk kebutuhan dan kepentingan bagi napi setelah mereka 
keluar dari Rutan. Kurang atau tidak adanya dana menjadi salah satu faktor 
penghambat bagi pelaksanaan pembinaan, karena dapat mengakibatkan tidak berjalan 
dan tidak terealisasinya semua program pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan 
karena sangat minimnya dana yang tersedia. 
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3. Narapidana  
Keberhasilan dari terlaksananya program pembinaan terhadap napi tidak 
hanya tergantung dari faktor petugasnya, melainkan juga dapat berasal dari faktor 
napi itu sendiri juga memegang peran yang sangat penting. 
Adapun hambatan-hambatan yang berasal dari narapidana antara lain: 
a. Tidak adanya minat 
b. Tidak adanya bakat 
c. Watak diri. 
4. Sarana dan fasilitas pembinaan  
 Kurangnya peralatan atau fasilitas baik dalam jumlah dan mutu juga 
banyaknya peralatan yang rusak menjadi salah satu faktor penghambat untuk 
kelancaran proses pembinaan terhadap narapidana, karena dari semuanya itu tidak 
tertutup kemungkinan faktor tersebut menjadi tidak aman dan tertibnya keadaan di 
dalam penjara. Selain ini, kurangnya  buku-buku bacaan yang disediakan untuk 
narapidana.  
5. Masyarakat dan pihak korban 
Pada dasarnya masyarakat juga merupakan faktor yang mempengaruhi 
pelaksanaan  pembinaan terhadap narapidana, karena masyarakat secara tidak 
langsung menjadi penentu berhasil tidaknya proses pembinaan di Rutan. Dalam hal 
pembinaan berupa program integrasi, masih terdapat kendala-kendala seperti 
kebanyakan lingkungan masyarakat dan pihak korban tidak mengizinkan kepadanya 






Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan hal-hal
sebagai berikut :
1. Bentuk pembinaan terhadap narapidana pelaku pencabulan anak dibawah
umur di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten Sinjai sama dengan
pembinaan narapidana lainnya yang mengacu pada UU No. 12 tahun 1995
tentang pemasyarakatan, adapun bentuk pembinaan yang diberikan yaitu
pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan Kepribadian
yang terdiri dari: pembinaan Intetektual dan wawasan kebangsaan, pembinaan
kesadaran beragama, pembinaan jasmani (olahraga), pembinaan kesadaran
hukum, pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Sedangkan
pembinaan kemandirian terdiri dari: keterampilan pertukangan dan pengelasan,
keterampilan membuat bingkai foto, keterampilan yang dikembangkan sesuai
dengan bakatnya masing-masing.
2. Faktor-faktor penghambat pembinaan terhadap narapidana pelaku pencabulan
anak dibawah umur, yaitu kurangnya tenaga pembina atau SDM petugas yang
ahli di bidangnya, minimnya tenaga pengajar serta sarana dan prasarana yang
kurang memadai, sehingga warga binaan kurang berpartisipasi dalam
pengembangan bakat didapat selama menjadi warga binaan. Serta hambatan
dari masyarakat serta korban sendiri yang masih belum menerima keadaan
mereka. Seharusnya masyarakat hendaklah selalu berpartisipasi secara penuh
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dan memberikan dukungan dan membantu terlaksananya pembinaan terhadap
narapidana khususnya bagi pelaku pencabulan. Masyarakat harusnya
menerima dan bukannya memberikan cap ex terhadap narapidana, apalagi
melakukan permusuhan dan selalu mencurigai bekas narapidana tersebut.
B. Implikasi Penelitian
1. Agar pelaksanaan pembinaan narapidana berjalan maksimal serta membuat
narapidana pelaku pencabulan anak benar-benar menyesali perbuatannya dan
bertobat dengan sungguh-sungguh seharusnya Rutan Kelas II B Kabupaten
Sinjai melakukan pembinaan khusus bagi pelaku pencabulan anak dan
sebaiknya pelaku juga mendapatkan rehabilitasi terhadap kelainan seksualnya.
2. Kepada pembina dan petugas Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas II B
Kabupaten Sinjai agar tidak bosan mendidik, membimbing, dan membina
narapidana ke arah yang lebih baik lagi agar bisa menjadi seperti yang
diharapkan. Hal ini yang paling utama yang harus dilakukan oleh Rutan Sinjai
adalah membina narapidana dengan pengetahuan agama serta moral agar bisa
kembali diterima masyarakat layaknya. Perlu juga kerjasama dengan instansi
lain untuk memasarkan hasil produk napi di Rutan apabila ada produk yang
dihasilkan.
3. Kepada pihak keluarga sendiri berusahalah untuk memahami apa yang sedang
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